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Kata Pengantar  
 
Puji Syukur  Tim Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

kehendak-NYA lah  Ȱ-ÏÄÕÌ Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub-Bidang 

Kesehatan dan Gizi Masyarakatȱ dapat diselesaikan. Modul ini disusun dengan 

tujuan agar para pembaca memahami Sistem Perencanaan Nasional di Indonesia, 

baik dari level Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan bagaimana sistem 

perencanaan ditiga level tersebut diaplikasikan dalam sebuah harmonisasi yang 

mempertimbangkan lokal spesifik .  

 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun ini sudah masuk 

pada tahap ketiga untuk 2015-2019. Begitu juga dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Kesehatan (RPJKP) 2005-2025 yang menekankan pada upaya 

peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Tentunya ini merupakan tugas berat bagi sektor kesehatan baik di level 

Pmerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai visi ditahun 2024 

mendatang yakni Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Arah 

pengembangan upaya kesehatan pun diarahkan dari kuratif bergerak kearah 

promotif dan preventif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

 
 Harapan positif dengan adanya dokumen RPJMN dan RPJMD yaitu selalu 

terjalin nya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi diantara para 

pelakunya baik antardaerah, antarfungsi pemerintah, ataupun pusat dan daerah. 

Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat keadaan negara Indonesia yang 

tidak saja dipengaruhi nuansa politis tetapi juga demografi, variasi pemasalahan 

kesehatan di daerah, dan keunikan budaya lokal. 

  

Buku Modul ini disusun bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan 

pembangunan sektor kesehatan di provinsi  agar sesuai dengan pembangunan 

nasional berdasarkan pendekatan teknokratik, politik, partisipasi, atas bawah 

(top-down), dan bawah atas (bottom-up) serta pertimbangan analisis situasi 

kesehatan daerah. Dokumen hasil dari modul ini diharapkan akan disusun oleh 

Bappeda dengan dukungan Dinas Kesehatan dan Dinas-Dinas terkait sektor 

kesehatan. Modul ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman sektor 
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kesehatan dan dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan 

swasta di sektor kesehatan. 

 
Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Yth:  

1. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ BAPPENAS 

2. Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)  

3. AIPHSS-DFAT Australia 

4. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM 

5. dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu 

yang telah memberikan dukungan  finansial maupun dukungan dalam 

memberikan masukan dalam menyusun Modul Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-

Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat ini.  

 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Modul Sinkronisasi ini masih belum 

sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun agar dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.  

 
           
 Yogyakarta, April  2016 

Ketua Tim 
 
 
 

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD 
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BAB I  

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  

A. Pendahuluan  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem perencanaan 

pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi 

pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal inilah maka 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus 

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).  

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan 

pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN 

adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi  baik 

antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara 

pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa 

RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah pada bagian kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di 

Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada 

RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat 

disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD 

Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian 

dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten. 

Selain dua Undang-undang di atas, untuk perencanaan di tingkat daerah 

juga diatur dalam Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
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Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. Upaya sinkronisasi RPJMD dan RPJMN telah diatur dalam 

peraturan ini. Bab IV pasal 50 sampai dengan pasal 84 khusus membahas 

mengenai RPJMD; mengenai hal-hal yang harus tertuang dalam RPJMD, 

prosesnya, dan keluaran dalam RPJMD berupa penetapan peraturan daerah 

tentang RPJMD. 

B. Dasar Hukum   
 
 

1. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, 

misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman 

pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah 

kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan 

umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif.“ 

2. Pasal 263 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat 

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan 

keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat 

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJPD dan RPJMN. 

C. Pengertian  dan Ruang Lingkup   
 
 

Berdasarkan dasar hukum tersebut, pengertian dan ruang lingkup 

sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

diterjemahkan sebagai:  

1. Konsistensi sasaran pokok RPJMD dengan sasaran pokok nasional.  
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2. Konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam 

mendukung pencapaian prioritas nasional. 

3. Penyesuaian target dalam RPJMD dengan target prioritas nasional 

terkait.  

4. Penyesuaian pendanaan yang dialokasikan.   

5. Khusus untuk Kegiatan Strategis Nasional, RPJMD harus 

menyesuaikan arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan 

kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut. 

 

Mengacu pada referensi di atas, sinkronisasi yang akan dilakukan 

dalam modul ini adalah upaya penyesuaian antara kemampuan dan kondisi 

daerah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

Penyesuaian berbentuk dukungan pencapaian sasaran, target dan prioritas 

nasional.  Jadi, daerah tidak harus membuat RPJMD sama persis dengan 

RPJMN, namun daerah harus mampu menerjemahkan RPJMN tersebut sesuai 

dengan kebutuhan dan situasi di daerah masing-masing.  

 
 

D. Alasan Pentingnya  Sinkronisasi   
 

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di 

semua tingkat pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas 

pembangunan nasional, dapat: 

a. Dilakukan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, 

politik luar negeri, dll. 

b. Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, 

seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat 

kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll 

yang membutuhkan kontribusi pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota 

Dengan demikian, sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan 

ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

 

E. Pendekatan  Sinkronisasi   
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1. Kebijakan anggaran belanja dilakukan tidak berdasarkan money follow 

function, tetapi money follow program.  

2. Pendekatan perencanaan Holistik -Tematik , Integratif   dan Spasial 

3. Pendekatan penentuan Prioritas Nasional /Daerah, Program Prioritas 

dan Kegiatan Prioritas Nasional/Daerah melalui pelaksanaan 

multilateral meeting, bilateral meeting  atau forum SKPD. 

4. Rancangan RPJMD dikonsultasikan kepada Kementerian PPN, 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan  dengan tujuan: 

a. Menilai dan menjamin keselarasan antara RPJMD Provinsi dengan 

RPJMN Tahun 2015-2019; 

b. Menilai kesesuaian dengan tahapan, tata cara penyusunan, dan 

pembagian urusan pemerintahan dalam rencana pembangunan 

daerah; dan 

c. Menilai kelayakan keuangan daerah untuk jangka menengah 

terutama terkait dengan transfer daerah. 

F. Hubungan  RPJMN dengan RPJMD  

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal 

yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. Gambar 2 berikut 

merupakan gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan pusat dan 

daerah: 
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Sumber: UU No. 25/20 04 tentang SPPN dan UU No. 17/2003  tentang Keuangan 
Negara 

Gambar 1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah 

 
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat 

strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program 

Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan 

lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana 

kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif.  

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. Pasal 263 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 menerangkan bahwa RPJPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, 

misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang 

untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan 

rencana tata ruang wilayah. Sedangkan pada pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 

2014 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 
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daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah (PD) dan lintas 

PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 

Periode  2015-2019 merupakan tahap ketiga dalam RPJPN 2005-2025  

yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Bertepatan dengan ini juga, 

Indonesia memiliki presiden baru dan kemudian memiliki rumusan kerja untuk 

masa kerjanya yang tertuang dalam Nawa Cita. RPJP Nasional digunakan selama 

20 tahun dan diterjemahkan oleh kementerian atau lembaga terkait hingga 

ketingkat daerah. RPJP kemudian dibagi menjadi RPJM baik nasional, tingkat 

pusat/kemeterian atau lembaga, hinggga ke daerah. RPJMN pada tingkat 

kementerian atau lembaga juga diterjemahkan sebagai rencana strategis atau 

Renstra kementerian/ lembaga. Renstra kementerian atau lembaga inilah yang 

pada tingkat daerah diterjemahkan masing-masing oleh PD dalam bentuk 

Rencana Strategis (Renstra) PD. 

Berikut tahapan RPJPN Indonesia tahun 2005-2025 yang digunakan 

sebagai acuan pembangunan diseluruh kementerian atau lembaga maupun 

ditingkat daerah. 

 

 
 
Sumber: Bappenas (2015) 

Gambar 2. Tahapan RPJPN Indonesia 2005-2025  

 

G. Permasalahan  Sinkronisasi  RPJMD dan RPJMN 
Pengaturan mengenai harmonisasi dan sinkronisasi RPJMN dan RPJMD 

telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa 
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RPJMD haruslah berpedoman pada RPJMN (pasal 263). Pelaksanaan harmonisasi 

dan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan mekanisme pertemuan antara 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang diatur alam Peraturan 

Menteri PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan 

RPJMN tahun 2015-2019.  

Pada pelaksanaannya harmonisasi dan sinkronisasi RPJMN dan RPJMD 

terjadi. Diantaranya, masih ditemukannya RPJMD yang belum sesuai dengan 

RPJMN termasuk belum memuat kebijakan kesehatan dengan baik. Kesenjangan 

lainnya mengenai sinkronisasi RPJMD dan RPJMD ditinjau dari aspek waktu, 

masa berlaku, dan status hukum. Bagaimana upaya penyelarasan dan 

penyerasian sasaran, kebijakan dan strategi, program, kegiatan dan indikator, 

serta target pembangunan dalam bidang kesehatan antara RPJMD dan RPJMN 

sebagai upaya sinkronisasi masih belum jelas baik secara vertikal (Pusat ke 

daerah atau sebaliknya) maupun secara horizontal di daerah (antara provinsi, 

antar kab/ kota dalam satu provinsi, atau pun antar SKPD dalam penyusunan 

RPJMD). 

Gambar 3 berikut menjelaskan mengenai posisi RPJMD. Secara singkat, 

harapannya dalam RPJMD tertuang dengan jelas mengenai perencanaan sektor 

kesehatan. Perencaaan sektor kesehatan ini harapannya dapat sinkron dengan 

perencanaan sektor kesehatan yang tertuang dalam RPJMN sub bidang 

kesehatan, Renstra Kementerian Kesehatan, SPM dan atau dari RPJMD ditingkat 

provinsi untuk RPJMD Kabupaten/kota. Bulatan merah menunjukkan upaya 

seharusnya dalam mensinkronkan perencanaan sektor kesehatan daerah dengan 

nasional. 
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Gambar 3. Skema Sinkronisasi Perencanaan Sektor Kesehatan untuk 

Daerah dan Nasional dalam RPJMD 

Keterangan: 
 Alur peraturan sesuai dengan Undang-Undang mengenai SPN 

dan RPJMD 
 Alur atau hal-hal yang diharapkan tertuang dalam 

perencanaan kesehatan di dalam RPJMD 
 
 

Dokumen pendukung bidang kesehatan di dalam dokumen 
RPJMD 

 

Pada intinya gambar 3 menjelaskan bahwa RPJMN merupakan acuan untuk 

RPJMD. Di dalam RPJMD terdapat hal yang menjelaskan tentang kesehatan 

(bulatan merah). Hal yang menjelasakan tentang kesehatan ini atau dokumen 

pendukung bidang kesehatan di dalam dokumen RPJMD ini mengacu pada 

Renstra KL dalam hal ini kementerian kesehatan dan SPM. Dalam penyusunan 

RPJMD, perlu diperhatikan juga untuk mengacu pada visi misi kepala daerah dan 

kondisi daerah. Lebih jelasnya untuk memahami gambar 3 adalah sebagai 

berikut:  

Pertama , berdasarkan peraturan bersama Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri keuangan (masih dalam draft tahun 2015) 
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maka diatur tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-

2019. Pada pasal dua disebutkan bahwa peraturan bersama ini bertujuan untuk 

(1) mewujudkan keselarasan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMN Tahun 

2015-2019, (2) mewujudkan keselarasan antara RPJMD Kabupaten/Kota dengan 

RPJMD Provinsi dan RPJMN tahun 2015-2019, (3) mewujudkan dukungan dan 

peran pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan 

nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015-2019, dan (4) mewujudkan 

koordinasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di 

dalamnya juga diatur mengenai upaya penyelarasan antara Gubernur atau 

Bupati yang dilantik pada saat atau sebelum 2015 dengan RPJMN tahun 2015-

2019. 

Kedua, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan merupakan 

penjabaran yang membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan kesehatan yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJMN dan bersifat indikatif. Renstra ini akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Kesehatan dan menjadi acuan penyusunan perencanaan tahunan baik pusat dan 

daerah untuk bidang kesehatan. Pada tingkat daerah maka renstra kementerian 

kesehatan ini menjadi acuan dalam menyusun renstra Dinas Kesehatan. 

Kementerian Kesehatan telah menyusun indikator Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang kesehatan tahun 2016 yang juga perlu diacu  dalam penyusunan 

RPJMD.  

Ketiga , RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 

daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan 

memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, lintas sektor SKPD dan program 

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  

Keempat, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan 

kesehatan, dokumen RPJMD harus memuat narasi subbidang kesehatan yang 

memberikan arah pembangunan kesehatan yang lebih komprehensif dan 

melibatkan lintas program maupun lintas sektor. Dengan demikian, perlu 
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disusun dokumen pendukung bidang kesehatan yang menjelaskan peran dan 

kontribusi perangkat daerah terkait.  

Dalam upaya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan bidang kesehatan 

dalam RPJMD dan RPJMN, indikator, kegiatan, dan program yang tertuang dalam 

RPJMN bidang kesehatan harus tercermin dalam RPJMD. Meski demikian, daerah 

tetap memiliki ruang untuk melaksanakan pembangunan bidang kesehatan 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. 

Untuk itu, diperlukan sinkronisasi antara RPJMN subbidang kesehatan 

dengan RPJMD bidang kesehatan di daerah dalam mencapai target-target yang 

telah ditetapkan secara nasional. Pertanyaannya adalah bagaimana 

menerjemahkan indikator dan target RPJMN di tingkat daerah? Sejauh mana 

wewenang daerah dalam menetapkan indikator dan target pembangunan yang 

spesifik sesuai kebutuhan daerah? Serta bagaimana mekanisme penyesuaian 

bagi daerah yang memiliki periode RPJMD mendahului periode RPJMN?. Hal ini 

yang menjadi fokus pembahasan modul sinkronisasi rencana pembangunan 

bidang kesehatan pusat dan daerah. 
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BAB II  

Pokok -Pokok RPJMN 2015 -2019  

A. Filosofi  RPJMN 2015  - 2019  
Tujuan pembangunan nasional secara khusus telah digariskan dalam 

Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; 

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan 

yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat 

yang diberikan Negara pada pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara 

negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah 

untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup 

terkecil hingga ke lingkup dunia. 

Daya tahan suatu bangsa terhadap gelombang sejarah tergantung pada 

ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai 

pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu 

adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Prinsip dasar TRISAKTI menjadi 

basis dan arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi 

pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang 

menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam 

membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional. 

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam 

membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu 

memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi 

dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, 

pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi 

peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa 

gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok 

sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang 

berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan 

sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju 
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keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin 

mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. 

Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 

3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara 

berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju. Pada saat 

yang sama, batas antara negara berpenghasilan rendah dan berpengasilan tinggi 

juga bergerak karena perekonomian global juga tumbuh. Agar Indonesia mampu 

menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang 

lebih tinggi dari pertumbuhan global. Untuk mencapai negara berpenghasilan 

tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata 

antara 6 – 8 % pertahun, inilah tantangan utama pembangunan ekonomi. Agar 

berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif, serta 

tetap menjaga kestabilan ekonomi. 

 

Gambar 4. Strategi Pembangunan 2015 -2019  
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B. Ringkasan RPJMN 2015 -2019  

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang 

bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang- Undang Nomor 

17/ 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan 

nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL 

DAN MAKMUR. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN adalah pedoman untuk menjaga 

konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi 

Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025. Dengan berpayung kepada 

UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, RPJMN 2015-2019, 

disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/ 

Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan 

Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada 

RPJPN 2005-2025.  

RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan 

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan terhadap 

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan 

IPTEK yang terus meningkat. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) 

merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian 

nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia 

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan 

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang 

kemudian disebut dengan Nawa Cita, antara lain : 

a) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

b) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 
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d) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

e) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 

f) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- 

sektor strategis ekonomi domestik. 

h) Melakukan revolusi karakter bangsa. 

i)  Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka 

pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran 

utama yang mencakup : (1) sasaran makro; (2) pembangunan manusia dan 

masyarakat; (3) sasaran pembangunan sektor unggulan; (4) sasaran dimensi 

pemerataan; (5) sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah; dan (6) 

sasaran politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Sumber daya manusia 

adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas SDM 

perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi 

yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG), yang dicapai melalui pengendalian jumlah penduduk, peningkatan taraf 

pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. 

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta 

mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi 

bangsa Indonesia, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-

2019, yaitu: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan; (2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya 

alam (SDA) yang berkelanjutan; (3) mempercepat pembangunan infrastruktur 

untuk pertumbuhan dan pemerataan; (4) meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup, mitigasi bencana alam, dan penanganan perubahan iklim; (5) penyiapan 

landasan pembangunan yang kokoh; (6) meningkatkan kualitas SDM dan 
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kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; dan (7) mengembangkan dan 

memeratakan pembangunan daerah.  

Secara umum, strategi pembangunan nasional menggariskan hal-hal 

seperti : (1) norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019; (2) 

tiga dimensi pembangunan (dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, 

dimensi pembangunan sektor unggulan, dan pemerataan dan kewilayahan); (3) 

kondisi sosial, politik, hukum, keamanan yang stabil; dan (4) Quickwins (hasil 

pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Dengan demkian, beberapa 

sasaran pokok terkait kesehatan yang dapat menjadi dasar pembangunan 

nasional bidang kesehatan sebagai berikut dalam tabel 1. 

Tabel 1. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019  terkait 

Pembangunan bidang Kesehatan  

No Pembangunan Baseline 2014  Sasaran 2019 
1. Sasaran Makro 
Pembangunan Manusia dan Masyarakat 
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73.8 76.3 
b. Indeks Pembangunan Masyarakat  0.55 Meningkat 
c. Indeks Gini 0.41 0.36 
d. Meningkatnya presentase penduduk 

yang menjadi peserta jaminan 
kesehatan melalui SJSN Bidang 
Kesehatan 

51.8% 
(Oktober 2014) 

Min. 95% 

2. Sasaran manusia dan masyarakat: kependudukan  dan KB; Kesehatan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana  
a. Rata-rata laju pertumbuhan Penduduk 1.49%/tahun 

(2000-2010) 
1.19%/tahun 
(2010-2020) 

b. Angka kelahiran total (Total Fertility 
Rate/TFR) 

2.6 (2012) 2.3 

c. Angka Prevalensi Pemakaian 
kontrasepsi (CPR) suatu cara (all 
method) 

62% (2012) 66% 

Kesehatan 
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 
a. Angka Kematian Ibu per 100.000 

kelahiran hidup 
346 (SP 2010) 306 

b. Angka Kematian Bayi per 1.000 
kelahiran hidup 

32 (2012) 24 

c. Prevalensi kekurangan gizi 
(underweight) pada anak balita 
(persen) 

19.6 (2013) 17 

d. Prevalensi stunting (pendek dan 
sangat pendek) pada anak baduta (di 
bawah 2 tahun) (persen) 

32.9 (2013) 28 



 17 

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 
a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 

100.000 penduduk (persen) 
297 (2013) 245 

b. Prevalensi HIV (persen) 0.46 (2014) <0.5 
c. Prevalensi tekanan darah tinggi 

(persen) 
25.8 (2013) 23.4 

d. Prevalensi obesitas penduduk usia 
18+ tahun (persen) 

15.4 (2013) 15.4 

e. Persentase merokok penduduk usia ≤ 
18 tahun  

7.2 (2013) 5.4 

3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber 
Daya Kesehatan 

a. Jumlah kecamatan yang memiliki 
minimal atau puskesmas terakreditasi  

- 5.600 

b. Persentase kabupaten/kota yang 
mencapai 80 persen imunisasi dasar 
lengkap pada bayi 

- 95 

c. Jumlah puskesmas yang minimal 
memiliki lima jenis tenaga kesehatan 

1.015 5.600 

3. Sasaran Sektor Unggulan 
Infrastruktur  Dasar dan Konektifitas 
a. Akses Air Minum Layak 70% 100% 
b. Akses Sanitasi Layak 69% 100% 
4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan  
1. Perlindungan Sosial bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% 

penduduk berpendapatan rendah) 
a.  Tingkat Kemiskinan 10.96% 7%- 8% 
b. Kepesertaan Jaminan Kesehatan 86% 100% 
c. Akses Pangan Bernutrisi 60% 100% 
2. Pelayanan Dasar bagi Pendudu Rentan dan Kurang Mampu (40% 

penduduk berpendapatan rendah) 
a. Akses Air minum 55.7% 100% 
b. Akses Sanitasi layak 20.24% 100% 
3. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah 
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

di daerah tertinggal 
68.46 69.59 
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BAB III  

RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan  

dan Gizi Masyarakat  

A. Permasalahan  dan Isu Strategis  
Isu strategis yang dihadapi oleh bidang kesehatan dan gizi masyarakat 

dapat diringkas pada 7 poin berikut: 

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, anak, Remaja dan Lansia  

Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi walaupun dalam 

beberapa dekade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Menurut SDKI 

1994, AKI di Indonesia sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup 

kemudian menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 

2007). Kemudian naik kembali berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP 

2010), AKI di Indonesia sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup, 

sementara berdasarkan hasil survei SDKI tahun 2012 sebesar 359 per 

100.000 kelahiran hidup. 

Kematian bayi dan balita terus mengalami penurunan. Namun, 

capaian pada tahun 2012 tersebut masih cukup jauh dari target MDG 4 

sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal juga terus 

mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010, selanjutnya tidak 

berubah pada tahun 2012. Lambatnya penurunan kematian neonatal 

yang berkontribusi pada 59,4 persen kematian bayi (SDKI 2012) 

menyebabkan tetap tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). 

Dari sisi pelayanan kesehatan sudah dapat dikatakan membaik. 

Beberapa indikator seperti meningkatnya pemeriksaan kehamilan, 

meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan dan meningkatnya 

cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, masih 

rendah dalam kesinambungan pelayanan (continuum of care) kesehatan 

ibu, anak, remaja, anemia ibu hamil, pemakaian kontrasepsi, dan ASI 

ekslusif. 

Masalah lainnya adalah standar kualitas pelayanan kesehatan 

dasar masih belum sepenuhnya mendukung kesehatan ibu dan anak, 
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contohnya lebih dari separuh puskesmas PONED belum memiliki tenaga 

terlatih dan sebagaian besar puskesmas belum dilengkapi dengan 

peralatan dan obat-obatan yang memadai. Kesehatan ibu dan anak sangat 

terkait dengan kesehatan remaja putri, sedangkan hampir sepertiga dari 

remaja putri tergolong pendek. Begitu juga dengan prediksi 

meningkatnya penduduk lansia yang menuntut harus disiapkannya 

pelayanan kesehatan lansia. Disparitas status kesehatan pada kelompok 

penduduk miskin lebih tinggi dari kelompok penduduk kaya. Kematian 

bayi dan kekurangan gizi di pedesaan jauh lebih tinggi disbanding dengan 

perkotaan. 

Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan 

kesehatan ibu, bayi, dan remaja adalah menjamin keberlangsungan 

pelayanan (Continuum of care) termasuk didalamnya perbaikan gizi 

remaja perempuan, ibu hamil, dan anak. 

2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat  

Beban ganda permasalahan gizi di Indonesia saat ini adalah pada 

waktu yang bersamaan menghadapi masalah gizi kurang dan gizi lebih. 

Hal ini menyebabkan disparitas masalah gizi yang cukup tinggi terjadi di 

wilayah Indonesia. Saat ini keadaan stunting balita di Indonesia mencapai 

37,2 persen, begitu juga dengan kejadian anemia yang terjadi pada anak 

balita, remaja putri, dan ibu hamil.  

Gizi lebih (overweight) meningkat lebih dari dua kali antara 2007 

hingga 2013 terutama pada perempuan. Peningkatan gizi lebih 

berkolerasi dengan meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular. 

Kekurangan gizi memicu mudahnya individu untuk terserangnya 

berbagai penyakit menular, salah satunya diare yang menjadi perhatian 

serius. Hal ini menantang bidang kesehatan untuk dapat memenuhi 

cakupan imunisasi lengkap pada bayi, termasuk menjaga sanitasi air 

minum dan kesehatan lingkungan.  

Tantangan utama dalam peningkatan status gizi masyarakat 

adalah meningkatkan intervensi gizi spesifik (sektor kesehatan) serta 

peningkatan intervensi sensitif (sektor di luar kesehatan) melalui 

penguatan regulasi, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi upaya 
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perbaikan gizi, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang 

berkualitas dan mendorong pola hidup makan sehat. 

3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  

Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu 

penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular 

pada tahun 2013 telah menyumbang 69 persen dari seluruh penyebab 

kematian di Indonesia. Dilain sisi, penyakit menular sedikit demi sedikit 

dapat diturunkan, diantaranya penurunan prevalensi DBD, diare, malaria, 

TB, dan AIDS.  

Baik penyakit menular dan penyakit tidak menular menjadi 

tantangan bagi Indonesia seiring dengan perubahan gaya hidup penduduk 

serta menurunnya kualitas lingkungan. Hal ini mejadi tantangan bagi 

Indonesia untuk dapat mengendalikan penyakit menular dengan 

peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk 

imunisasi serta upaya eliminasi penyakit yang terabaikan (neglected 

tropical diseases). Sedangkan tantangan untuk pengendalian penyakit 

tidak menular adalah penurunan faktor resiko biologi, peningkatan 

perilaku hidup bersih dan sehat, dan perbaikan kesehatan lingkungan.  

4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang 

Berkualitas  

Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier 

diprioritaskan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). 

Data dari Supply Side Readiness Health Sector Review (Bappenas, 2015) 

menunjukkan rata-rata indeks kesiapan pelayanan umum untuk seluruh 

katagori puskesmas baru mencapai 71 dari maksimum 100. Indeks 

kesiapan yang paling tinggi adalah peralatan dasar 84 persen dan yang 

paling rendah adalah kapasitas diagnosis 61 persen. Faktor penyebab 

diantaranya kendala geografis, disparitas pembangunan antar daerah, 

dan DTPK. 

Permasalahan pada pelayanan kesehatan rujukan meliputi 

ketersediaan fasilitas, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan 

tenaga kesehatan, dan belum tertatanya sistem rujukan. Hanya 8 persen 

rumah sakit pemerintah dan 33 persen rumah sakit swasta yang 
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memenuhi seluruh kesiapan bedah komprehensif, begitu juga dengan 

jumlah dokter spesialis. 

Tantangannya dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan 

pelayanan kesehatan rujukan adalah pengembangan dan penetapan 

standar guideline, pemenuhan sarana, obat, alat kesehatan, 

pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas dan penguatan 

dan peningkatan upaya promotif dan preventif, serta pemenuhan fasilitas 

pelayanan yang mencakup sarana, obat, alat kesehatan, dan sistem 

informasi yang memadai. 

5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan 

Obat dan Makanan  

Permasalahan pada bidang ini cukup kompleks dimana masalah 

tidak saja pada distribusi dan penggunaan, tetapi juga pada tingkat 

perencanaan dan sistem informasinya. Ketersediaan obat dan vaksin 

secara umum telah cukup baik yaitu mencapai 96,93% pada tahun 2013 

tetapi ketersediaan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih belum 

memadai. Begitu juga dengan penggunaan obat generik di sarana 

kesehatan terus meningkat tetapi penggunaan obat rasional di sarana 

pelayanan kesehatan dasar pemerintah baru mencapai 61,9%. 

Tantangan kita adalah bagaimana kita mampu untuk menjamin 

ketersediaan mutu, keamanan, dan khasiat obat dan alat kesehatan 

hingga fasilitas kesehatan dan pasien, peningkatan supply chain, dan 

monitoring. Dari sisi ketersediaan bahan obat dan alat kesehatan, 

harusnya sudah dapat memanfaatkan bahan alam dari Indonesia dan 

meningkatkan standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB). 

Penegakan hukum untuk menjamin keamanan siklus pembuatan hingga 

penggunaan obat dan fasilitas kesehatan juga harus dikuatkan.  

6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

WHO merekomendasikan rasio ketersediaan dokter 10 per 10.000 

penduduk, di Indonesia ketersedian dokter masih 2 per 10.000 penduduk. 

Hal ini juga diiringi dengan jenis tenaga kesehatan lainnya. Kekurangan 

tenaga kesehatan tidak saja terjadi di fasilitas pelayanan primer tetapi 

juga di tingkat rujukan.  
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Saat ini jumlah perguruan tinggi kesehatan semakin meningkat hal 

ini menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menjamin kualitas dan 

kompetensinya. Tidak meratanya sebaran tenaga kesehatan, selain 

dipengaruhi oleh geografis Indonesia juga terjadi akibat sistem formasi 

dan rekrutmen yang tidak standar antardaerah. Begitu juga dengan 

penempatan tenaga kesehatan di DTPK belum sepenuhnya didukung 

dengan regulasi di tingkat daerah, finansial, dan fasilitas non finansial 

yang memadai.  

Tantangan utama dalam pemenuhan tenaga kesehatan adalah 

menjamin kecukupan dengan meningkatkan keselarasan dalam produksi, 

penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas dan kinerja 

tenaga kesehatan, meningkatkan perekrutan, persebaran dan retensi 

tenaga kesehatan melalui pengembangan sistem karir dan insentif 

finansial dan non finansial. 

7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  

Upaya peningkatan promosi kesehatan erat kaitanya dengan 

ketersediaan sumber tenaga kesehatan promosi kesehatan, wawasan 

promosi kesehatan dari tenaga kesehatan lain, serta lingkungan diluar 

kesehatan untuk mendukung kebijakan berawawasan kesehatan yang 

masih terbatas. Tantangan utama dalam promosi kesehatan adalah 

keberlajutan pembangunan kesehatan dan sektor-sektor lain sehingga 

peran serta sektor lain dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat dapat meningkat. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan 

secara maksimal fasilitas pelayanan kesehatan untuk berlangsungnya 

promosi dan konseling kesehatan, menggerakkan pemberdayaan 

masyarakat, dan penguatan jejaring dan advokasi. 

8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta 

Sistem Informasi Kesehatan  

Permasalahan dalam manajemen kesehatan diantaranya adalah 

ketersediaan data untuk mendukung evidence based planning yang belum 

didukung sistem infomasi yang kuat, kapasitas penelitian dan 

pengembangan yang belum optimal, serta sinkronisasai perencanaan dan 
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pengembangan antara perencanaan nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota yang lemah. 

Maka tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan 

teknis dan manajemen pengelolaan program baik pusat dan daerah, 

penguatan sistem informasi kesehatan sebagai bahan perencanaan, 

pemantauan, dan evaluasi, dan meningkatkan dukungan penelitian dan 

pengembangan kesehatan. Tantangan lainnya adalah kemampuan 

merencanakan dan membaca dana dalam upaya meningkatkan pelayanan 

kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 

serta pemenuhan bahan baku produksi obat.   

9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan  

Pembiayaan kesehatan pemerintah baru mencapai USD 43 per 

kapita atau 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2012.  

Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaan kesehatan terendah 

di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad, dan Myanmar. 

Kompleksnya mekanisme pembiayaan kesehatan di daerah menimbulkan 

kesulitan dan manajemen dan sering menimbulkan ketidakefektifan dan 

ketidakefisienan. Hal ini menyebabkan biaya masyarakat tinggi untuk 

pemenuhan kesehatan. Perkembangan rumah sakit swasta dan layanan 

kesehatan swasta lainnya juga belum diikuti dengan pengawasan dan 

koordinasi yang baik oleh pemerintah.  

Pengeluaran kesehatan sebagai konsekuensi dari JKN perlu 

ditangani dengan baik untuk merespon transisi epidemiologi dan 

peningkatan teknologi kesehatan. Sehingga dalam menghadapi ini kita 

harus bisa meningkatkan pembiayaan kesehatan serta menjalin 

kerjasama yang baik dengan swasta dan masyarakat termasuk 

pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesehatan. 

10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional 

Tantangan dalam pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) adalah meningkatkan kepesertaan, mengembangkan manfaat 

jaminan, kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran 

penyedia layanan, kemitraan publik dan swasta, memastikan kualitas 

pelayanan dan pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI dan 
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penyedia fasilitas dan ketenagaan. Karena merupakan bagian dari Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN) maka skema JKN harus diarahkan kepada 

kebijakan untuk menjamin ketersediaan, menyiapkan standarm dan 

menjamin kepatuhan standar sarana, tenaga, manajemen pelayanan 

kesehatan, dan menguatkan sistem kontrol terhadap klaim. 

B. Sasaran Pokok  
Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2015-2019 diarahkan untuk 

mendukung Program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan 

dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan 

pelayanan kesehatandengan sasaran pokok sebagai berikut: 

Tabel 2. Sasaran Pokok Sub Bidang Kesehatan dalam RPJMN 2015-2019   

No. Indikator  Status Awal Target 2019  
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan 

Anak 
a. AKI per 100.000 kelahiran hidup 
b. AKB per 1.000 kelahiran hidup 

 
 

346 (2010) 
32 (2012) 

 
 

306 
24 

2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 
(persen) 

a. Prevalensi anemia pada ibu hamil 
b. Persentase bayi dengan berat badan 

lahir rendah (BBLR) 
c. Persentase bayi usia kurang dari 6 

bulan yang mendapat ASI Ekslusif 
d. Prevalensi kekurangan gizi pada 

anak balita 
e. Prevalensi kurus anak balita 
f. Prevalensi stunting (pendek dan 

sangat pendek) pada anak di bawah 
dua tahun 

 
 

37,1 (2013) 
10,2 (2013) 

 
38,0 (2013) 

 
19,6 (2013) 

 
12 (2013) 

32,9 (2013) 

 
 

28 
8 
 

50 
 

17 
 

9,5 
28 

3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit 
Menular dan Tidak menular serta 
Meningkatnya Penyehatan Lingkungan  

a. Prevalensi tuberculosis per 100.000 
penduduk (persen) 

b. Prevalensi HIV (persen) 
c. Jumlah kabupaten/kota dengan 

eleminasi malaria 
d. Jumlah provinsi dengan eliminasi 

kusta 
e. Jumlah kabupaten/kota dengan 

eliminasi filariasis 
f. Persentase kabupaten/kota yang 

memenuhi syarat kualitas kesehatan 
lingkungan 

g. Prevalensi tekanan darah tinggi 

 
 

 
297 (2013) 

 
0,46 (2014) 
212 (2013) 

 
20 (2013) 

 
0 
 

15,3 
 
 

25,8 (2013) 

 
 

 
245 

 
<0,5 
300 

 
34 
 

35 
 

40 
 
 

23,4 
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No. Indikator  Status Awal Target 2019  
(persen) 

h. Prevalensi obesitas pada penduduk 
usia 18+ tahun (persen) 

i. Prevalensi merokok pada penduduk 
usia ≤ 18 

j. Persentase penurunan kasus 
penyakit yang dapat dicegah dengan 
imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 
2013 

 
15,4 (2013) 

 
 

7,2 
 
- 
 
 
 

 
15,4 

 
 

5,4 
 

40 
 

4 Meningkatnya Pemerataan Akses dan 
Mutu Pelayanan Kesehatan  

a. Jumlah kecamatan yang memiliki 
minimal satu puskesmas yang 
tersertifikasi akreditasi  

b. Jumlah kabupaten/kota yang 
memiliki satu RSUD yang 
tersertifikasi akreditasi nasional 

c. Persentase kabupaten/kota yang 
mencapai 80 persen imunisasi dasar 
lengkap pada bayi 

 
 

0 
 
 

10 
 
 

71,2 

 
 

5.600 
 
 

481 
 
 

95 

5 Meningkatnya Perlindungan Finansial  
a. Jumlah penduduk yang menjadi 

peserta penerima bantuan iuran 
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) / kartu Indonesia 
Sehat (KIS) (dalam juta) 

b. Unmet need pelayanan kesehatan 

 
 

86,4 
 
 

 
7 

 
 

107,2 
 
 

 
1 

6 Meningkatnya Ketersediaan, 
Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

a. Jumlah puskesmas yang minimal 
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 

b. Persentase RS kabupaten/kota kelas 
C yang memiliki 7 dokter spesialis 

c. Jumlah SDM kesehatan yang 
ditingkatkan komptensinya 
(kumulatif)  

 
 
 

1.015 
 
 

25 
 
 

25.000 

 
 
 

5.600 
 
 

60 
 
 

56.910 
7 Memastikan Ketersediaan Obat dan 

Mutu Obat dan Makanan  
a. Persentase ketersediaan obat dan 

vaksin di puskesmas 
b. Persentase obat yang memenuhi 

syarat 
c. Persentase makanan yang 

memenuhi syarat 

 
 

75,5 (2014) 
 

92 (2014) 
 

87,6 (2013) 

 
 

90 
 

94 
 

90,1 

8 Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif 

9 Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 
10 Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran 

katastropik akibat pelayanan kesehatan 
11 Meningkatnya responsibilitas sistem kesehatan (health system responsiveness) 
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No. Indikator  Status Awal Target 2019  
12 Meningkatnya daya saing obat dan makanan nasional 

 
 

C. Arah  Kebijakan  dan Strategi  Pembangunan 
Reformasi sub bidang kesehatan dan gizi masyarakat terutama di 

fokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama 

melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem 

kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Arah kebijakan yang 

tertuang pada RPJMN 2015-2019 merujuk pada masalah, tantangan, dan sasaran 

pokok yang telah disebutkan di atas, yakni: 

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja 

dan lanjut usia yang berkualitas , diantaranya melalui peningkatan 

akses dan mutu layanan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan 

reproduksi remaja, dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis 

masyarakat. 

2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat,  diantaranya melalui 

peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang, 

peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, 

sanitasi, dan pengasuhan serta penguatan lintas sektor dalam intervensi 

sensitif dan spesifik. 

3. Meningkatkan pengend alian penyakit dan penyehatan lingkungan , 

diantaranya melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko 

dan penyakit, pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa/wabah, 

serta peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air bersih. 

4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas , 

diantaranya melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar 

sesuai standar mulai dari fasilitas layanan primer hingga rujukan, 

pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer serta 

pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui pelayanan 

kesehatan bergerak hingga pelayanan keperawatan kesehatan 

masyarakat. 
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5. Meningkatkan akses pelayana n kesehatan rujukan yang berkualitas,  

diantaranya melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan 

rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan 

regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, dan pengembangan 

inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine, 

dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. 

6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan 

kualitas farmasi dan alat kesehatan , diantaranya melalui peningkatan 

ketersediaan dan keterjangkauan obat, peningkatan pengendalian 

monitoring dan evaluasi harga obat, dan meningkatkan mutu pelayanan 

kefarmasian. 

7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan , diantaranya melalui 

penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko dan 

penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan. 

8. Meningkatkan ketersediaan, p enyebaran, dan mutu sumber daya 

manusia kesehatan , diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan tenaga 

kesehatan di DTPK dan peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui 

peningkatan kompetensi pendidikan, dan pelatihan seluruh jenis tenaga 

kesehatan. 

9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat , 

diantaranya melalui peningkatan advokasi kebijakan pembangunan 

berwawasan kesehatan dan pengembangan metode dan teknologi 

promosi kesehatan. 

10. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem 

inform asi kesehatan , diantaranya melalui peningkatan kemampuan 

teknis dan pengelolaan program kesehatan serta peningkatan 

transparansi tata kelola pemerintahan. 

11. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

bidang kesehatan , diantaranya melalui peningkatan cakupan 

kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat dan pengembangan 

pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan 

swasta. 
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12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan 

kesehatan , diantaranya melalui peningkatan pembiayaan kesehatan 

publik dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung 

pencapaian universal health coverage (UHC). 

 

D. Kerangka  Pendanaan, Regulasi, dan Kelembagaan 

Kerangka pendanaan diupayakan berasal dari peningkatan upaya 

dukungan dana publik (pemerintah), termasuk upaya peningkatan tanggung 

jawab pemerintah daerah, peningkatan dana yang bersumber dari tarif atau 

pajak khusus, dan peningkatan peran dukungan masyarakat dan dunia usaha 

melalui public private partnership (PPP) dan CSR. Sementara itu, efektivitas 

pengelolaannya dilakukan dengan cara pembagian peran dan tanggung jawab 

antar pemerintah pusat dan daerah, sinergitas perencanaan di tingkat pusat dan 

daerah, serta penggunaan tepat sasaran untuk dana alokasi khusus bidang 

kesehatan. 

Dalam mendukung pembangunan kesehatan 2015-2019, diperlukan 

kerangka regulasi sebagai berikut: (1) karantina kesehatan, wabah penyakit 

menular, senjata biologis, farmasi, pembagian urusan dan kewenangan antara 

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota; (2) pelaksanaan dan 

pengelolaan JKN termasuk kepesertaan, pengeloaan, pembayaran penyedia 

layanan dan kesiapan pelayanan kesehatan serta pemantauan dan evaluasinya; 

(3) pengembangan sumber daya manusia kesehatan termasuk jenis, sertifikasi, 

kompetensi, dan kualifikasi tenaga kesehatan serta pemenuhan tenaga 

kesehatan di DTPK; (4) penyusunan dan sinkronisasi sebagai turunan dari 

undang-undangn yang mengatur pembangunan kesehatan; (5) penguatan 

peraturan perundangan yang terkait sistem kesehatan, rekam medis, dan 

kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah; dan (6) pelaksanaan PPP dan 

CSR dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat. 

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam 

rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan 

penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam 

konteks ini tujuannya adalah tujuan sektor kesehatan. Oleh karena setiap 

penetapan regulasi melahirkan biaya maka semakin buruk kualitas regulasi akan 

mengakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Untuk itu, 
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regulasi yang berkualitas sangat diperlukan. Dalam RKP tahun 2017, urgensi 

integrasi kerangka regulasi sebagai berikut (1) mengarahkan proses 

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan 

pembangunan, (2) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan, (3) 

meningkatkan efisiensi pegalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan 

peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan 

kesehatan 2015-2019 dilakukan melalui: (1) Sinkronisasi nomeklatur 

kelembagaan pusat dan daerah dalam rangka peningkatan sinergitas kebijakan 

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di pusat 

dan daerah dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; (2) 

Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi termasuk 

melalui pengembangan riset operasi dan sistem pengumpulan data untuk 

pemantauan dan evaluasi pembangunan studi efektivitas dan pengembangan 

mekanisme penguatan sistem informasi menyeluruh dan terpadu mulai dari 

fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat; (3) Penguatan 

kelembagaan balai pengawasan obat dan makanan, peningkatan sinergi 

kelembagaan dalam penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk 

pembangunan kesehatan termasuk pangan dan gizi dan penanggulangan 

HIV/AIDS; dan (4) Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (health 

technology assessment/HTA) dan pertimbangan klinik (clinical advisory). 
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BAB IV  

Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN  

Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat  

A. Pendahuluan  
Bab ini menjelaskan mengenai pedoman sinkronisasi RPJMD dengan 

RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat khususnya di tingkat 

kabupaten Modul ini ditujukan untuk daerah yang akan menyusun RPJMD dan 

daerah yang sudah memiliki RPJMD dan perlu melakukan penyesuaian atau 

sinkronisasi.  

Tahapan sinkronisasi disusun dengan meperhatikan dokumen draft Surat 

Edaran Bersama Tiga Menteri Tentang Pedoman Penyelarasan RPJMD dengan 

RPJMN 2015-2019 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas. Selain itu, sesuai kebutuhan di sub bidang kesehatan dan 

gizi masyarakat, modul ini dilengkapi dengan (1) Sinkronisasi Analisis Situasi 

dan Masalah Kesehatan dan (2) Sinkronisasi Target Sasaran. Dengan demikian, 

dalam modul ini terdapat 8 tahapan yaitu: 

Tahap 1:  Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan 

Tahap 2:  Sinkronisasi Isu Strategis 

Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator 

Pembangunan  

Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran 

Tahap 5: Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 

Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, Program 

Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan 

Pembagian Urusan Pemerintahan 

Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan yang 

Mendukung Prioritas Nasional 

Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program. 
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B. Panduan Sinkronisasi  per -Tahap 

1. Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan  

Tahap analisis situasi merupakan upaya daerah untuk 

mengidentifikasi kondisi pembangunan kesehatan yang ada di daerah. 

Dengan demikian, dapat ditentukan masalah atau tantangan, serta 

kesempatan dan kemampuan yang dimiliki daerah. Selain visi dan misi 

daerah, analisis situasi dan masalah kesehatan menjadi dasar dalam 

merumuskan tujuan sasaran.. 

Tahapan ini akan mengajarkan bagaimana perencana sektor 

kesehatan dan perencana di pemerintah daerah (Bappeda) mampu 

melakukan analisis situasi kesehatan dan hal-hal yang memengaruhinya 

hingga kemudian mampu untuk melakukan analisis priotas masalah 

kesehatan. Analisis situasi dan masalah kesehatan dilaksanakan dengan 

mengacu pada subsistem Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2009. 

Selain itu juga mengacu pada indikator-indikator kesehatan yang tertuang 

pada RPJMN sub bidang Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Renstra Kemenkes, 

SPM, serta analisis kondisi umum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.  

Dengan menggunakan pendekatan SKN , diharapkan perencana di 

tingkat daerah mampu membaca kondisi kesehatan daerah, menyesuaikan 

target-target daerah dengan target nasional, dan menentukan prioritas 

masalah lokal yang belum ada di target nasional. Analisis kesehatan dibagi 

menjadi analisis kesehatan berdasarkan subsistem kesehatan yang tertuang 

dalam SKN (analisis internal bidang kesehatan) dan analisis non kesehatan 

(eksternal bidang kesehatan). Hal yang perlu disiapkan untuk melakukan 

analisis situasi kesehatan adalah: 

1. Profil kabupaten/kota (jumlah penduduk, rasio penduduk 

berdasarkan jenis kelamin, dan lainnya) 

2. Profil kesehatan kabupaten/kota 

3. Profil puskesmas yang ada di kabupaten/kota 

4. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. 

Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pengisian tabel 

yang disediakan di tahapan ini untuk mengarahkan kita dalam mencatat situasi 
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kesehatan.Selain itu, tabel tersebut jugamengarahkan kita untuk mencatat 

situasi non-kesehatan, mengetahui standar nasional, dan menentukan besaran 

target daerah terhadap indikator yang ditentukan. 

 
a. Analisis Kesehatan berdasarkan Subsistem dalam SKN (Analisis 

Internal)  

Terdapat 7 subsistem SKN yang menjadi pertimbangan analisis situasi 

kesehatan. Sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, terdapat empat subsistem 

SKN yang menjad urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, 

yakni (1) upaya kesehatan; (2) sumber daya manusia kesehatan; (3) sediaan 

farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman; dan (4) pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan masyarakat. Keempat subsistem tersebut 

menjadi dasar analisis internal kesehatan dengan ditambah subsistem 

pembiayaan kesehatan dan manajemen kesehatan. Gambar 5 menunjukkan 

alur analisis kesehatan berdasarkan SKN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 

Gambar 5. Analisis kesehatan menggunakan subsistem SKN  
   

Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya 

manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitas, 

serta distribusi yang merata. Berdasarkan UU 36 tahun 2014 tentang 
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Tenaga Kesehatan,tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga 

medis, tenaga psikologis kesehatan, tenaga keperawatan, tenaga 

kebidanan, tenaga kefarmasian,tenaga kesehatan masyarakat, tenaga 

kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga 

keteknisian medis , tenaga teknik biomedik , tenaga kesehatan 

tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Tabel 3 dan 4 bertujuan untuk 

menyusun analisis situasi SDM Kesehatan berdasarkan rasio dan 

standar jumlah tenaga kesehatan per fasilitas kesehatan. 

Tabel 3. Analisis Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan R asio 

Jenis 
Tenaga 

Standar yang 
berlaku  

(per 100.000 
penduduk ) 

Target 
Nasional 

tahun 2019  
(per 100.000 
penduduk ) 

Kondisi di daerah  

2013 2014 2015 

Dokter 19 45    

Dokter 
spesialis 

9 11    

Dokter gigi 11 13    

Perawat 158 180    

Bidan 75 120    

Sanitarian 18 18    

Gizi 10 14    
Kesehatan 
Masyarakat 

8 15    

Apoteker 9 12    

  

Keterangan: 

Target nasional tahun 2019 berdasarkan Kepmenko Bidang Kesra Nomor 
54 Tahun 2013 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 
kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 
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Tabel 4. Analisis Kebutuhan SDM berdasarkan Ketersediaan Fasilitas 
Kesehatan 

Standar per fasilitas 
kesehatan  

Sasaran 
RPJMN 

Kondi si daerah  

2013  2014  2015  

Puskesmas yang memenuhi 
standar ketenagaan  

Minimal 1 per 
kecamatan 

   

Puskesmas yang memiliki 
minimal  5 jenis tenaga 
kesehatan dasar 
(disebutkan jenis 
tenaganya) 

Minimal 1 
kecamatan 
(sasaran 
RPJMN) 

   

RS tipe C dengan 7 dokter 
spesialis dasar 

Minimal 1 per 
kabupaten 
(sasaran 
RPJMN 
minimal 
60 %) 

   

Jumlah SDM Kesehatan yang 
ditingkatkan 
kompetensinya 

56.910 
(RPJMN) 

   

1)  Farmasi dan Al at Kesehatan 

Analisis farmasi dan alat kesehatan meliputi berbagai kegiatan 

untuk menjamin aspek keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi, 

alat kesehatan yang beredar, ketersediaan, pemerataan, dan 

keterjangkauan obat di daerah. Tiga hal di bawah ini dapat menjadi 

pertanyaan mengenai situasi farmasi dan alat kesehatan di daerah. 

a. Bagaimana ketersediaan obat dan vaksin, pelayanan kefarmasian dan 

penggunaan obat rasional di tingkat puskesmas? 

Tabel 5. Analisis Farmasi di Tingkat Puskesmas  

No Indikator Jumlah Puskesmas 

2013 2014 2015 

1. Jumlah puskesmas dengan 

ketersediaan obat dan 

vaksin esensial yang cukup 

   

2. Jumlah puskesmas dengan 

pelayanan kefarmasian 
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No Indikator Jumlah Puskesmas 

2013 2014 2015 

sesuai standar 

3. Penggunaan obat rasional di 

puskesmas 

   

b. Bagaimana sistem distribusi obat dari kab/ kota ke Puskesmas? 

c. Bagaimana sistem informasi logistik obat? 

 

2)  Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan masyarakat (perorangan, keluarga, dan 

masyarakat) termasuk di dalamnya pelibatan partisipasi pihak swasta 

diperlukan untuk mengoptimalkan upaya kesehatan. Pertanyaan 

dibawah ini ini digunakan untuk menganalisis situasi pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan di daerah: 

a. Bagaimana kondisi UKBM (optimalisasi dana desa, upaya 

penjangkauan dan peran serta masyarakat, pendekatan keluarga 

sehat, keberadaan desa siaga) ? 

b. Berapa jumlah rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku 

hidup bersih dan sehat di setiap kecamatan atau wilayah 

puskesmas? 

c. Berapa jumlah UKBM aktif (posyandu, poskesdes, polindes)? 

d. Berapa jumlah kader aktif (Jumantik) dan bagaimana kinerjanya? 

e. Bagaimana gambaran kegiatan CSR perusahaan untuk kesehatan? 

f. Bagaimana kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat 

maupun swasta dalam berbagai program kesehatan? 

3)  Pembiayaan Kesehatan  

Analisis pembiayaan kesehatan ditujukan untuk 

mengidentifikasi ketersediaan pembiayaan kesehatan (jumlah dan 

pemanfaatannya) serta sumber pembiayaan. (pemerintah, pemerintah 

daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan dana masyarakat). 

Pertanyaan di bawah ini dapat digunakan untuk penentuan situasi 

pembiayaan kesehatan di daerah: 
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a. Bagaimana proporsi anggaran kesehatan dalam APBD (PAD, DAU)? 

b. Bagaimana pemanfaatan DAK pada periode sebelumnya (alokasi, 

realisasi keuangan dan realisasi fisik)?  

c. Bagaimana pemanfaatan DBH cukai rokok, otsus, dana desa (sesuai 

spesifik daerah)? 

d. Bagaimana gambaran alokasi anggaran dari BPJS baik untuk FKTP 

(kapitasi) maupun FKTL (klaim INA-CBGs)? 

e. Bagaimana alokasi Jamkesda (sesuai spesifik daerah)? 

 

4)  Manajemen Kesehatan , Informasi, dan Regulasi Kesehatan  

Analisis manajemen kesehatan dilakukan untuk memetakan 

regulasi dan kegiatan manajemen lainnya yang mendukung 

pelaksanaan program teknis pembangunan kesehatan. di daerah. 

Pertanyaan berikut diarahkan untuk penentuan situasi manajemen 

kesehatan: 

a. Bagaimana kondisi sistem informasi kesehatan di daerah 

(cakupan SIK, SIMPUS, SIKDA, P-Care)? 

b. Apakah ada regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kebijakan? 

c. Apakah ada regulasi yang dianggap menghambat pembangunan 

kesehatan dan saling bertentangan sehingga perlu revisi/hapus? 

d. Bagaimana mekanisme dan efektivitas monitoring dan evaluasi 

program kesehatan dalam mendukung perencanaan? 

 

5)  Upaya Kesehatan 

Upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah (termasuk 

TNI dan POLRI), pemerintah daerah, masyarakat atau swasta melalui 

upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan 

pemulihan kesehatan. Analisis upaya kesehatan daerah dilakukan 

untuk memetakan akses masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja 

berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Tabel dan pertanyaan di 

bawah ini dapat digunakan untuk melakukan analisis upaya 

kesehatan. 
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Tabel 6. Analisis Upaya Kesehatan berdasarkan Fasilitas Kesehatan di D aerah 

Indikator  Kondisi Nasional  Kondisi Daerah 

2013  2014  2015  

Akses rumah tangga 
yang dapat 
menjangkau fasilitas 
pelayanan kesehatan ≤ 
30 menit 

34,4% (riskesdas 
2013) 

   

Akses rumah tangga 
yang berada ≤ 5 km 
dari fasilitas kesehatan  

94,1 % (Riskesdas 
2007) 

   

Jumlah (Puskesmas) Rata-rata nasional 
1 puskesmas untuk 
25.730 penduduk 
(Pusdatin 2013) 

   

Pemanfaatan fasilitas 
pelayanan kesehatan 
oleh penduduk  

36,2 % (Riskesdas 
2013) 

   

Kunjungan baru ke 
fasilitas pelayanan 
kesehatan  

41,8% (2007)    

Jumlah penduduk yang 
mencari pengobatan 
sendiri  

45% (2007)    

Pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan  
(Bidan) 

66,6% (riskesdas 
2013) 

   

Persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan  

55,4 % (Riskesdas 
2010) 

   

 

a. Bagaimana kondisi epidemiologi penyakit menular (HIV-AIDS, TB, Malaria, 

neglected disease (frambusia, filariasis, kusta)), cakupan imunisasi? 

Tabel 7. Analisis Situasi K esehatan berdasarkan Kondisi Epidemiologi 
Penyakit M enular  

Indikator  Target 
Nasional 

Tahun 2019  

Kondisi daerah  

2013  2014  2015  

Prevalensi tuberculosis 
per 100.000 penduduk 
(persen) 

245    

Prevalensi HIV (persen) <0,5    
Prevalensi tekanan darah 
tinggi (persen) 

23,4    

Prevalensi obesitas pada 
penduduk usia 18+ 
tahun (persen) 

15,4    

Prevalensi merokok pada 
penduduk usia ≤ 18 

5,4    
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Persentase penurunan 
kasus penyakit yang 
dapat dicegah dengan 
imunisasi (PD3I) 
tertentu dari tahun 2013 

40    

 

b. Bagaimana kondisi penyakit tidak menular(jantung, diabetes, stroke, 

kecelakaan)? 

c. Bagaimana situasi gizi masyarakat? 

Tabel 8. Analisis Situasi berdasarkan Status Gizi M asyarakat  

Indikator  Target nasional 
pada tahun 

2019  

Kondisi daerah  

2013  2014  2015  

Prevalensi anemia pada 
ibu hami (persen) 

28    

Persentase bayi dengan 
berat lahir rendah 

8    

Persentase bayi usia 
kurang dari 6 bulan 
yang mendapat ASI 
Ekslusif 

50    

Prevalensi kekurangan 
gizi (underweight) 
pada anal balita 

17    

Prevalensi wasting atau 
kurus ank balita  

9,5    

Prevalensi stunting  
atau pendek dan sangat 
pendek pada anak di 
bawah dua tahun  

28    
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a. Bagaimana situasi KIA dan KB di daerah? 

Tabel 9. Analisis Upaya Kesehatan berdasarkan Situasi KIA  

Indikator  Target nasional 
pada tahun 

2019  

Kondisi daerah 
(jumlah kematian 

absolut)  

2013  2014  2015  

Angka kematian ibu 
per 100.000 
kelahiran hidup 

306    

Angka kelahran bayi 
per 1.000 kelahiran 
hidup 

24    

 

b. Bagaimana  kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas kesehatan (RS, 

puskesmas) terakreditasi? 

Tabel 10. Analisis Upaya Kesehatan berdasarkan Ketersediaan F asilitas  

Indikator  Target Nasional 
Tahun 2019  

Kondisi daerah  

2013  2014  2015  

Jumlah kecamatan yang 
memiliki minimal satu 
puskesmas yang 
terakreditasi 

Ada di setiap 
kecamatan 

   

Rumah sakit daerah 
terakreditasi nasional 

Satu per kabupaten    

 

   Tabel 11. Analisis Situasi berdasarkan SPM Kesehatan yang baru 

Indikator Standar Pelayanan 
Minimal 

Kondisi Daerah 

2013 2014 2015 

Pelayanan ANC     

Persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan  

55,4 % (Riskesdas 2010)    

Pelayanan bayi baru 
lahir 

    

Pelayanan kesehatan 
balita 

    

Skrining anak SD dan 
SLTP 

    

Skrining orang usia 15 ς 
59 tahun 

    

Skrining orang usia 60 
tahun + 
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Indikator Standar Pelayanan 
Minimal 

Kondisi Daerah 

2013 2014 2015 

Pelayanan untuk orang 
hipertensi 

    

Pelayanan untuk orang 
dengan DM 

    

Pelayanan untuk orang 
dengan gangguan jiwa 

    

Pelayanan untuk orang 
dengan TBC 

    

Pemeriksaan orang 
berisiko HIV 

    

 

Tabel 12. Analisis Situasi Berdasarkan RKP 2017 

Indikator Sasaran 
RPJMN 

Kondisi daerah Target 
daerah 

2013 2014 2015 2019 

Kunjungan Antenatal (K4) 
(persen) 

72,0     

Kunjungan Neonatal 
Pertama (KN1) (persen) 

75,0     

Angka kelahiran total (Total 
Fertility Rate/TFR) (per 
perempuan usia reproduktif 
15-49 
tahun) 

2,37     

Angka prevalensi 
pemakaian kontrasepsi 
(Contraceptive Prevalence 
Rate/CPR) (persen) 

65,2     

Penduduk yang menjadi 
peserta BPJS-Kesehatan 
(persen) 

60,0     

Jumlah puskesmas yang 
minimal memiliki 5 jenis 
tenaga kesehatan (unit) 

1200,0     

 

b. Analisis Determinan Sosial   

Banyak aspek non kesehatan yang berpengaruh pada pembangunan 

kesehatan di daerah. Oleh karena itu, perencana kesehatan dan perencana di 

Bappeda harus mampumengidentifikasi kemungkinan aspek lain di luar sektor 

kesehatan yang berdampak pada kesehatan.  

Contohnya, daerah dapat memperhatikan kebijakan yang ada di PEMDA, 

antar Kabupaten Kota, dan antar PD. Berikut contoh jika daerah melakukan 
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analisis non kesehatan untuk program upaya peningkatan pelayanan KB dan 

Kesehatan Reproduksi maka daerah diharapkan dapat memperhatikan 

kebijakan-kebijakan di BKKBN/ SKPD KB, Kemendagri, BPS, Kemensos, 

Kemendikbud, Kemenag, BPOM, Kemenpora, dan BPJS. 

Beberapa hal berikut dapat digunakan untuk menentukan analisis situasi 

non kesehatan, antara lain keadaan geografis, demografi, potensi pengembangan 

wilayah, kondisi rawan bencana, perubahan iklim, serta perkembangan global, 

nasional, antar provinsi, dan lokal yang dinamis, lokal spesifik, budaya di daerah, 

etnografi, dan kebijakan SDGs. Di bidang lingkungan, mekanisme mitigasi serta 

adaptasi dan pengenalan risiko akan perubahan lingkungan dan iklim menuntut 

kegiatan kerja sama antara pihak lingkungan dan sektor kesehatan.  

Secara geografis, sebagaian besar wilayah Indonesia rawan bencana, 

situasi politik yang berkembang juga rentan menimbulkan konflik sosial yang 

pada akhirnya memunculkan berbagai masalah kesehatan, termasuk di 

dalamnya pembangunan daerah yang tidak berawawasan kesehatan. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010,aspek geografis yang 

perlu dikaji adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik lokasi dan wilayah mencakup:  

1. Luas dan batas wilayah administrasi 

2. Letak dan kondisi geografis kondisi kawasan, pedalaman, terpencil, 

pesisir, pegunungan, dan kepulauan 

3. Topografi seperti kemiringan lahan dan ketinggian lahan 

4. Geologi seperti struktur dan karakteristik 

5. Hidrologi seperti daerah aliran sungai, sungai, danau, rawa, dan debit 

6. Klimatologi seperti tipe, curah hujan, suhu, kelembaban 

7. Penggunaan lahan seperti kawasan budidaya dan kawasan lindung 

 

b. Potensi pengembangan wilayah  

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi 

wilayah yang memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan budidaya 

seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan 

lainnya. Hal ini perlu diidentifikasi untuk dilakukan analisis dampaknya 

terhadap kesehatan masyarakat jika bidang-bidang tersebut akan berdiri 

atau sudah berdiri. 

c. Wilayah rawan bencana  
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Melakuan identifikasi terhadap wilayah yang berpotensi rawan 

bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran, gempa 

tektonik dan vulkanik dan lain-lain bertujuan sebagai upaya 

kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi bencana atau krisis 

kesehatan. Paradigm penanggulangan bencana saat ini dititikberatkan 

pada upaya pengurangan risiko bencana.  

Situasi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan perubahan 

iklim di Indonesia berpengaruh pada tingginya frekuensi kejadiaan 

bencana. Kejadian bencana kerap diikuti dengan kejadian krisis kesehatan 

seperti kesakitan, kematian, cedera, dan pengungsian. Berdasarkan hal ini, 

sektor kesehatan harus mampu melakukan upaya mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada saat sebelum kejadian bencana, salah satunya dengan 

melakukan analisis bencana dan krisis kesehatan di daerah.  

Saat ini, upaya penanggulangan bencana di daerah dikoordinatori 

oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetapi tetap 

dibutuhkan upaya advokasi dan koordinasi oleh sektor kesehatan 

mengenai dampak-dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. 

Data mengenai kondisi bencana dan krisis kesehatan bisa 

didapatkan dari profil BPBD, laporan kasus wabah dan krisis kesehatan 

oleh Dinas Kesehatan, serta laporan kasus bencana oleh BPBD. Secara 

nasional data mengenai risiko bencana dapat diakses pada buku Indeks 

Rawan Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB). 

Pertanyaan berikut dapat digunakan untuk melakukan analisis 

bencana dan krisis kesehatan daerah: 

a. Identifikasilah bencana apa saja yang kerap terjadi di daerah 

Anda? 

b. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di daerah? 

Analisis demografi memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi 

penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat 

kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat 

merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang 
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didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, dan etnis 

tertentu. Tabel 13 di bawah ini mencoba merangkum analisis situasi tersebut:  

Tabel 13. Rangkuman Analisi s Determinan Soaial  

Determinan  Kondisi  
Pengaruh terhadap 

Kesehatan Masyarakat  
Keterangan  

Geografis    
Luas wilayah    
Batas wilayah 
administrasi 

   

Topografi    
Geologi    
Hidrologi     
sdt    
Demografi     
Jumlah 
penduduk 

   

Jumlah 
penduduk laki-
laki 

   

Jumlah 
penduduk 
perempuan 

   

Pendidikan     
Agama     
Etnis     
dst    
Potensi 
pengembanga
n wilayah  

   

Industri 
pariwisata 

   

Wilayah 
pertambangan 

   

dst    
Kondisi rawan 
bencana dan 
krisis 
kesehatan  

   

Indeks risiko 
bencana daerah 
Anda 

   

Identifikasi  
jenis bencana 

   

dst    
    
Kebijakan 
global  
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Determinan  Kondisi  
Pengaruh terhadap 

Kesehatan Masyarakat  
Keterangan  

SDGs    
Masyarakat 
Ekonomi Asean 

   

dst    
Kebijakan 
nasional  

   

Jaminan 
kesehatan 

   

dst    
Kebijakan 
antarkabupat
en 

   

Peraturan 
daerah 
perbatasan 

   

dst    
Peraturan 
daerah yang 
berdampak 
pada 
kesehatan 
masyarakat  

   

Kebijakan 
perda rokok 

   

Kebijakan 
pemberantasan 
wilayah 
prostitusi  

   

dst    
Budaya, adat 
istiadat yang 
berdampak 
pada 
kesehatan 
masyarakat  

   

Pantangan ibu 
hamil makan 
buah-buahan 

   

Pantangan 
lainnya 

   

    
dst    
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2. Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategis  

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi 

daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka 

panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa 

yang akan datang. Agar sinkron dan selaras, penetapan Isu Strategis dalam 

RPJMD provinsi  harus memperhatikan dinamika yang terjadi secara nasional 

(RPJMN). Dalam hal ini, provinsi  dapat menambahkan berbagai Isu Strategis 

yang bersifat khas dan hanya ada di daerah bersangkutan. 

Tabel 14 di merupakan tabel sinkronisasi isu-isu strategis daerah 

berdasarkan RPJMD.  

Tabel 14. Sinkronisasi Isu -Isu Strategis  

Isu Strategis 

 

RPJMN Sub Bidang Kesehatan RJMD Provinsi Keterangan 

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, 
Anak, Remaja dan Lansia  

  

2. Percepatan Perbaikan Status 
Gizi Masyarakat  

  

3. Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan  

  

4. Peningkatan Akses Pelayanan 
Kesehatan Dasar dan Rujukan 
yang Berkualitas  

  

5. Pemenuhan Ketersediaan 
Farmasi, Alat Kesehatan, dan 
Pengawasan Obat dan Makanan  

  

6. Pemenuhan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan  

  

7. Peningkatan Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat  

  

8. Peningkatan Manajemen, 
Penelitian dan  Pengembangan, 
dan Sistem Informasi  

  

9. Pengembangan dan Peningkatan 
Efektifitas Pembiayaan 
Kesehatan  

  

10. Pengembangan Jaminan 
Kesehatan Nasional  
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3. Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan 

Indikator Pembangunan 

A. Visi dan Misi  

Visi dan misi daerah yang dimaksud dalam modul ini adalah 

penjabaran visi dan misi dari kepala daerah yang dituangkan dalam 

RPJMD Bidang Kesehatan. Visi suatu daerah yang memuat unsur bidang 

kesehatan adalah gambaran keadaan daerah bidang kesehatan di masa 

mendatang.   

Penjabaran visi misi kepala daerah dapat berarti penerjemahan 

unsur dari visi misinya. Contoh: kata-kata yang banyak digunakan dalam 

visi misi kepala daerah yaitu “mandiri, SDM berkembang, berkeadilan, 

maju”; maka berarti: 

a. Mandiri:  UKBM, promkes, promotif dan preventif 

b. SDM berkembang: status kesehatan dan gizi masyarakat 

c. Berkeadilan : Pelayanan kesehatan yang merata, kualitas pelayanan 

kesehatan, dll 

d. Maju : SDM berkualitas. 

Visi dan misi RPJMD bidang kesehatan dirumuskan dari visi dan misi 

RPJMD yang sinkron dengan visi dan misi RPJMN. Perumusan visi dan misi 

RPJMD bidang kesehatan tersebut secara skematis dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Sumber : Lampiran UU No.23 Tahun 2014  

Gambar 6. Perumusan Visi dan Mi si  

Contoh Visi RPJMD Kesehatan 

Ȱ4ÅÒ×ÕÊÕÄÎÙÁ status kesehatan masyarakat setinggi-

tingginya setara dengan standar internasional melalui lingkungan 

dan budaya hidup sehat serta pelayanan kesehatan yang bermutu, 

ÍÅÒÁÔÁ ÄÁÎ ÔÅÒÊÁÎÇËÁÕȱȢ ȬProvinsi 8 3ÅÈÁÔ 4ÁÈÕÎ φτφτȭ 

Kriteria suatu rumusan misi:  

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi kesehatan daerah.  

2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis 

eksternal dan internal daerah 

3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan 

mudah diingat.  

Penjabaran misi daerah bidang kesehatan harus memerhatikan 3 hal 

yaitu (1) kewenangan pembagian urusan yang diatur dalam Lampiran UU No. 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (2) pernyataan misi dalam 

RPJMN; dan (3) menampung aspirasi kebutuhan lokal/daerah. Secara 

skematis, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:  

 

 

 

Visi  
RPJMN 

Misi  
RPJMN 

Visi  RPJMD: 
(A), (B), (C), 
ȣȢɉ$Ɋ 

Misi 
RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 

Visi 
RPJMD 
Bidang 

Kesehatan 

Misi 
RPJMD 
Bidang 

Kesehatan 

Áȣȣ 
ÂȣȢȢ 
ÃȣȢȢ 
ȢȢȣȢȢ 
ȣȣ 
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Sumber : Lampiran UU No.23 Tahun 2014 

Gambar 7. Perumusan  Misi RPJMD Bidang Kesehatan berdasarkan Misi 

RPJMN dan RPJMD; Lampiran UU No.24 2014; dan Kebutuhan  

Dalam Lampiran UU No. 23 tahun 2014, terdapat 4 urusan 

pemerintahan konkuren bidang kesehatan yaitu (1) Upaya Kesehatan; (2) 

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; (3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, 

dan Makanan-Minuman; dan (4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan. Dalam RPJMN, terdapat 7 misi pembangunan. Misi yang terkait 

dengan kesehatan adalah misi ke-empat yaitu “Mewujudkan kualitas hidup 

manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.” Dalam NAWA CITA, 

agenda prioritas yang sesuai dengan kesehatan adalah mirip dengan misi ke-

empat tersebut yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.”  

Berdasarkan acuan tersebut, dapat diberikan contoh Misi Daerah 

Bidang Kesehatan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di bidang 

kesehatan. 

2. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang terjangkau, bermutu, 

merata, dan berkesinambungan dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan;  

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kesehatan daerah secara 

optimal untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan; 

Visi RPJMD 

Misi RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 

Lampiran UU 
No. 23/2014  

+ 
Misi RPJMN 

+ 
Kebutuhan 

Lokal  

Misi RPJMD 
Bidang 

Kesehatan 

Áȣȣ 
ÂȣȢȢ 
ÃȣȢȢ 
ȢȢȣȢȢ 
ȣȣ 
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4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. 

5. Lain-lain sesuai kebutuhan daerah. 

Contoh penerjemahan visi misi kepala daerah ke dalam dokumen 

RPJMD Bidang Kesehatan dilakukan dengan mengisi tabel 15 dan tabel 16 di 

bawah ini:  

Tabel 15. Penerjemahan Visi Kepala Daerah dalam D okumen RPJMD 

Bidang Kesehatan   

Visi RPJMN Visi Kepala Daerah dan 
RPJMD 

Visi RPJMD Bidang 
Kesehatan 

   

Terwujudnya 
Indonesia yang 
Berdaulat, Mandiri 
dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong-
royong 

Terwujudnya Masyarakat 
Provinsi X yang Madani, 
Mandiri serta lebih 
beriman, sejahtera dan 
berkeadilan 
  

Terwujudnya 
Masyarakat Provinsi X 
yang Sehat secara 
Mandiri, Sejahtera dan 
Berkeadilan 

 
  

Tabel 16. Penerjemahan Misi dalam D okumen RPJMD Bidang Kesehatan 

 
Misi RPJMN Misi Kepala Daerah dan 

RPJMD 
Misi RPJMD Bidang 

Kesehatan 

   

Mewujudkan kualitas 
hidup manusia 
lndonesia yang 
tinggi, maju dan 
sejahtera 

¶ Mewujudkan SDM yang 
berkualitas, berprestasi 
aktif dalam pembangunan 
¶ Mewujudkan 

perekonomian yang 
berorientasi potensi lokal 
¶ Meningkatkan kualitas 

hidup yang serasi, 
sejahtera, dan 
berkeadilan  
¶ Mengembangkan SDA yang 

memiliki daya dukung 
dalam pembangunan 
¶ Memantapkan kualitas 

infrastruktur yang 
mendukung pemenuhan 
hak dasar dan 
pertumbuhan ekonomi 
¶ Meningkatkan tata kelola 

yang baik dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

¶ Mewujudkan SDM yang 
berkualitas, berprestasi 
aktif dalam 
pembangunan  
¶ Mewujudkan 

perekonomian yang 
berorientasi potensi lokal 
¶ Meningkatkan kualitas 

hidup yang serasi, 
sejahtera, dan 
berkeadilan  
¶ Mengembangkan SDA yang 

memiliki daya dukung 
dalam pembangunan 
¶ Memantapkan kualitas 

infrastruktur yang 
mendukung pemenuhan 
hak dasar  dan 
pertumbuhan ekonomi  
¶ Meningkatkan tata kelola 

yang baik dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
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B. Tujuan 

Tujuan merupakan hasil penjabaran misi yang menyatakan sesuatu yang 

ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Setiap pernyataan misi dijabarkan 

dalam satu atau lebih pernyataan tujuan. Secara skematis, hal tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Penjabaran Misi menjadi Tujuan 

Tujuan harus bisa mengarahkan kepada perumusan sasaran dan strategi 

yang benar serta menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan 

daerah. Tujuan juga semestinya mampu menjadi dasar yang kuat dalam 

penetapan indikator atau tolok ukur kinerja. Tujuan tidak harus dinyatakan 

secara kuantitatif, namun jika mungkin akan lebih baik, yang terpenting harus 

mampu menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.  

Berdasarkan acuan tersebut, perumusan tujuan pembangunan 

kesehatan minimal memiliki kriteria berikut: 

a. Mengakomodir visi dan misi dari kepala daerah, analisis situasi di daerah 

tersebut, dan tujuan RPJMN subbidang kesehatan dalam 5 tahun kedepan.   

b. Mudah dijabarkan dalam program kerja dan  kegiatan.  

Visi RPJMD 

Misi RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 
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No. 23/2014  

+ 
Misi RPJMN 
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Tujuan  

Tujuan  

Tujuan  
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c. Memiliki kaitan yang jelas dengan keluaran (output) langsung yang bersifat 

fungsional dan hasil akhir (outcome) maupun dampak (impact). 

d. Konsisten dengan misi atau tujuan yang berada di hierarki lebih tinggi. 

e. Memiliki dimensi waktu capaian yang jelas 

f. Dirumuskan secara logis serta bersifat bisa dicapai sesuai dengan 

kemampuan organisasi. 

wǳƳǳǎŀƴ ά¢ǳƧǳŀƴέ ōƛŀǎŀƴȅŀ ƳŜƴƎƎǳƴŀƪŀƴ ŀǿŀƭŀƴ άaŜ-ƪŀƴέ ŀǘŀǳ άaŜ-ƴȅŀΦέ Contoh 

penjabaran Misi menjadi Tujuan RPJMN (sebagai acuan dalam tujuan pembangunan 

kesehatan daerah) dapat dilihat dalam tabel 17 di bawah ini:  

 

Tabel 17. Contoh Penjabaran Misi menjadi  Tujuan 

MISI TUJUAN RPJMN 
BIDANG KESEHATAN 

TUJUAN RPJMD BIDANG KESEHATAN 

Meningkatkan 
kualitas hidup 
manusia 
Indonesia di 
bidang kesehatan 

Meningkatkan status 
kesehatan dan gizi 
masyarakat. 

¶ Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 

¶ Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 

¶ Meningkatnya Pengendalian Penyakit 
Menular dan Tidak Menular serta 
Meningkatnya Penyehatan Lingkungan  

¶ Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu 
Pelayanan Kesehatan berkualitas  

Meningkatkan 
Perlindungan 
Finansial 

¶ Meningkatnya pengawasan dalam 
perlindungan finansial 

Meningkatkan 
Responsiveness 
Sistem Kesehatan 
Daerah 

¶ Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan 
Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan  

¶ Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu 
Obat dan Makanan  

¶ Meningkatnya upaya peningkatan promosi  
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 
serta meningkatnya pembiayaan kegiatan 
promotif dan preventif 

¶ Meningkatnya upaya peningkatan perilaku 
hidup bersih dan sehat 

Lain-lain sesuai 
amanat Lampiran 
UU No. 23 Tahun 
2014 

  

Lain-lain sesuai 
kebutuhan 
daerah. 
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C. Sasaran dan Indikatornya 

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan kesehatan di daerah  yang 

teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam 

satuan waktu lima tahunan, atau jelas indikatornya. Sasaran hendaknya menjadi 

acuan dalam penyusunan program sehingga bersifat lebih spesifik, terinci (detil), 

dapat diukur dan dapat dicapai. Perumusan sasaran juga harus disinkronkan dengan 

Sasaran Pokok RPJMN. Secara skematis, hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 9. Penjabaran Tujuan menjadi Sasaran dan Sinkronisasi 

Sinkronisasi dan penerjemahan Sasaran RPJMN dengan Indikatornya ke dalam 

Sasaran dan Indikator RPJMD dapat dilakukan dengan menggunakan tabel 18 di 

bawah ini: 

Tujuan  

Tujuan  

Tujuan  
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Visi RPJMD 

Misi RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 

 

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 
Pokok  
RPJMN 
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Tabel 18. Sinkronisasi dan Penerjemahan Sasaran Pokok RPJMN dan Indikatornya ke 
dalam Indikator RPJMD Provinsi  

 

No. Sasaran Pokok 
Indikator RPJMN 

2015-2019 
Rekomendasi penterjemahan terhadap 

Indikator  RPJMD Provinsi  
1 Meningkatnya 

Status Kesehatan 
Ibu dan Anak 

Angka kematian ibu 
per 100.000 
kelahiran hidup 

1. Jumlah absolut angka kematian ibu 
melahirkan per kelahiran hidup  

2. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan 
(Riskesdas) 

  Angka kematian bayi 
per 1.000 kelahiran 
hidup 

Jumlah kematian bayi per kelahiran hidup 
 
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 

 Meningkatnya 
Status Gizi 
Masyarakat 

Prevalensi anemia 
pada ibu hamil 
(persen) 

Persentase ibu hamil yang mengalami anemia 
 
Jumlah ibu hamil mendapatkan tablet tambah 
darah (bagian dari intervensi) 

  Persentase bayi 
dengan berat badan 
lahir rendah (BBLR) 

Jumlah kelahiran bayi dengan BBLR per 
kelahiran bayi 

  Persentase bayi usia 
kurang dari 6 bulan 
yang mendapat ASI 
eksklusif 

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang 
mendapat ASI eksklusif 

  Prevalensi 
kekurangan gizi 
(underweight) pada 
anak balita (persen) 

Persentase balita kekurangan gizi 
 
Jumlah penanganan kekurangan gizi pada 
balita (bagian dari intervensi) 
 
Jumlah Balita mendapatkan PMT (bagian dari 
intervensi) 

  Prevalensi wasting 
(kurus) anak balita 
(persen) 

Persentase anak balita dengan status gizi 
wasting (kurus) 
 
Jumlah penanganan anak balita wasting 

  Prevalensi stunting 
(pendek dan sangat 
pendek) pada anak 
baduta (di bawah 2 
tahun) (persen) 

Persentase anak baduta dengan stunting  

 Meningkatnya 
Pengendalian 
Penyakit Menular 
dan Tidak Menular 
serta 
Meningkatnya 
Penyehatan 
Lingkungan 

Prevalensi obesitas 
pada penduduk usia 
җму 
 
DO: Prevalensi 
obesitas pada 
ǇŜƴŘǳŘǳƪ ǳǎƛŀ җму 

tǊŜǾŀƭŜƴǎƛ ƻōŜǎƛǘŀǎ ǇŀŘŀ ǇŜƴŘǳŘǳƪ ǳǎƛŀ җму 
dalam wilayahprovinsi tersebut 
2016: 15,4% 
2017: 15,4% 
2018: 15,4% 
2019: 15,4% 

  Persentase 
kabupaten/kota 
yang memenuhi 

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi 
syarat kualitas kesehatan lingkungan 
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No. Sasaran Pokok 
Indikator RPJMN 

2015-2019 
Rekomendasi penterjemahan terhadap 

Indikator  RPJMD Provinsi  
syarat kualitas 
kesehatan 
lingkungan 

  Prevalensi merokok 
pada usia <18 tahun 
 
DO: Prevalensi 
merokok pada usia 
<18 tahun 
dalam wilayah 
provinsi tersebut  

Prevalensi merokok pada usia <18 tahun 
2016: 6,4% 
2017: 5,9% 
2018: 5,6% 
2019: 5,4% 

2 Meningkatnya 
Pengendalian 
Penyakit Menular 
dan Tidak Menular 
serta 
Meningkatnya 
Penyehatan 
Lingkungan 

Prevalensi 
Tuberkulosis (TB) per 
100.000 penduduk 
(persen) 
 
 
 

Persentase Kab/Kota yang memiliki  penemuan 
kasus TB (Case Detection Rate/CDR) minimal 
70% dan keberhasilan pengobatan (succes 
Rate/SR) minimal 85% 
 
DO: Jumlah Kab/Kota yang memiliki  
penemuan kasus TB (Case Detection 
Rate/CDR)minimal 70% dan keberhasilan 
pengobatan (succes Rate/SR) minimal 85% 
dibanding jumlah seluruh kab/kota di wilayah 
provinsi tersebut 
 
2016: 70% 
2017: 80% 
2018: 90% 
2019: 100% 

    

  Prevalensi HIV 
(persen) 

Prevalensi HIV (persen) 

  Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan eliminasi 
malaria 

Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi 
malaria 

  Jumlah provinsi 
dengan eliminasi 
kusta 

Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta 

  Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan eliminasi 
Filariasis 

Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi 
Filariasis 

  Prevalensi tekanan 
darah tinggi (persen) 
DO: Prevalensi 
tekanan darah tinggi 
ǇŀŘŀ ǳǎƛŀ җму ǘŀƘǳƴ 
dalam wilayah 
provinsi tersebut 

Prevalensi tekanan darah tinggi 
2016: 24,6% 
2017: 24,2% 
2018: 23,8% 
2019: 23,4% 

  Persentase Penurunan jumlah kasus PD3I tertentu: 
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No. Sasaran Pokok 
Indikator RPJMN 

2015-2019 
Rekomendasi penterjemahan terhadap 

Indikator  RPJMD Provinsi  
penurunan kasus 
penyakit yang dapat 
dicegah dengan 
imunisasi (PD3I) 
tertentu dari tahun 
2013 

 
2016 : 10% 
2017 : 20% 
2018 : 30% 
2019 : 40% 
1. Campak 
2. Polio 
3. Tetanus Neonatorum 
4. Difteri 
Melalui surveillans PD3I dan sistem 
kewaspadaan dini dan respons yang baik 

  Persentase 
kabupaten/kota 
yang mencapai 80 
persen imunisasi 
dasar lengkap pada 
bayi 

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 
persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 
 

3 Meningkatnya 
Pemerataan Akses 
dan Mutu 
Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah kecamatan 
yang memiliki 
minimal satu 
puskesmas yang 
tersertifikasi 
akreditasi 

- Jumlah Kab/Kota yang siap melaksanakan 
akreditasi Puskesmas 
- Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 
akreditasi Puskesmas 

  Jumlah 
kabupaten/kota 
yang memiliki 
minimal satu RSUD 
yang tersertifikasi 
akreditasi nasional 

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan akreditasi 
RSUD tersertifikasi akreditasi nasional 
 
Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi 

  Unmet need 
pelayanan kesehatan 

 

4 Memastikan 
Ketersediaan Obat 
dan Mutu Obat 
dan Makanan 

Persentase 
ketersediaan obat 
dan vaksin di 
puskesmas 

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di 
puskesmas 
 
Persentase penggunaan obat rasional di 
Puskesmas 

5 Meningkatnya 
Ketersediaan, 
Penyebaran, dan 
Mutu Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

Jumlah puskemas 
yang minimal 
memiliki 5 jenis 
tenaga kesehatan 

Jumlah Kab/Kota yang seluruh Puskesmasnya 
memiliki SDM kesehatan sesuai standar 
ketenagaan (Permenkes no 75/2014) 
 
Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga 
kesehatan sesuai standar ketenagaan 
(Permenkes no 75/2014) 

  Persentase RS 
Kab/Kota kelas C  
yang memiliki 7 
dokter spesialis 

Jumlah Kab/Kota dengan RS Pemerintah kelas 
C yang memiliki dokter spesialis sesuai standar 
ketenagaan  
 
Jumlah RS kelas C yang memiliki dokter 
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No. Sasaran Pokok 
Indikator RPJMN 

2015-2019 
Rekomendasi penterjemahan terhadap 

Indikator  RPJMD Provinsi  
spesialis sesuai standar ketenagaan 
(Permenkes 56 tahun 2014) 

  Jumlah SDM 
kesehatan yang 
ditingkatkan 
kompetensinya 
(kumulatif) 

 

 Meningkatnya 
Puskesmas  yang 
menyelenggarakan 
upaya kesehatan 
jiwa dan NAPZA 

Jumlah Kab/Kota 
yang memiliki 
minimal 20% 
Puskesmas yang 
menyelanggarakan 
upaya kesehatan 
jiwa dan NAPZA 

Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas 
yang menyelenggarakan Upaya kesehatan jiwa 
dan NAPZA 

 Pencegahan dan 
Rehabilitasi Medis 
Penyalahgunaan 
NAPZA di 
pelayanan 
kesehatan yang 
ditetapkan sebagai 
institusi penerima 
wajib lapor (IPWL) 

Jumlah pelayanan 
kesehatan sebagai 
IPWL yang 
menyelenggarakan 
upaya pencegahan 
dan rehabiltasi 
medis apda 
penyalahgunaan 
NAPZA 

Jumlah pelayanan kesehatan sebagai IPWL di 
provinsi yang menyelenggarakan upaya 
pencegahan dan rehabiltasi medis pada 
penyalahguna NAPZA 

 Meningkatnya 
cakupan layanan 
dampak psikologis 
korban Kekerasan 
dan pelaku 
kejahatan seksual 
pada anak dan 
remaja 

Jumlah  fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang telah 
ditetapkan (PPT dan 
PKT) yang 
melaksanakan 
penanganan dampak 
psikologis korban 
Kekerasan dan 
pelaku kejahatan 
seksual pada anak 
dan remaja yang 
telah memiliki PPT 
dan PKT di Fasyankes 
yang telah 
ditetapkan 

a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki fasilitas 
pelayanan kesehatan yang ditetapkan (PPT 
dan PKT) yang melaksanakan penanganan 
dampak psikologis korban Kekerasan dan 
pelaku kejahatan seksual pada anak dan 
remaja 

Jumlah korban kekerasan dan pelaku kejahatan 
seksual pada anak dan remaja di Fasyankes 
rujukan yang telah ditetapkan 

 Meningkatnya 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Masalah Keswa 
dan Napza di 
sekolah PAUD, SD, 
SMP, SMA dan 
yang sederajat 

Jumlah sekolah yang 
melaksanakan 
pencegahan dan 
pengendalian 
masalah keswa dan 
napza di sekolah 
PAUD, SD, SMP, SMA 
dan yang sederajat 

b. Jumlah sekolah sehat di Kab/Kota yang 
melaksanakan pencegahan dan pengendalian 
masalah keswa dan napza di sekolah PAUD, 
SD, SMP, SMA dan yang sederajat 
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Catatan: 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Peraturan Presiden 

Nomor 45 tahun 2016), dalam Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan 

terdapat 6 Sasaran Pokok dan 4 Arah Kebijakan (ditambah dengan Arah 

Kebijakan yang mendukung Revolusi Mental). 

Ke-enam Sasaran Pokok tersebut adalah: 

(1) Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat 

(2) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak menular 

(3) Meningkatnya Perlindungan Finansial 

(4) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya 

Kesehatan 

(5) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan 

(6) Meningkatnya Jumlah Dokter yang Meresepkan Obat Rasional kepada Pasien. 

Adapun 4 Arah Kebijakan tersebut adalah: 

(1) Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat 

(2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

a) Pembiayaan kesehatan 

b) Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan 

c) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

d) Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan 

e) Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan 

(3) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 

(4) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 

Sedangkan Arah Kebijakan yang mendukung Revolusi Mental adalah  

(1) Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan, antara lain dengan 

menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan rujukan online, 

rekam medis online dan telemedicine 

(2) Efektivitas program promotif dan preventif (Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat) 

(3) Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll).
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D. Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator 

Agar sinkron dan selaras, penetapan misi/ submisi, tujuan, sasaran, dan 

indikator dalam RPJMD provinsi harus memerhatikan RPJMN. Dalam hal ini, 

provinsi dapat menambahkan berbagai Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan 

Indikator yang bersifat khas dan hanya ada di daerah bersangkutan. Sinkronisasi 

tersebut dilakukan dengan mengisi tabel berikut ini: 
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Tabel 19. Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator 

RPJMD Provinsi dengan RPJMN 

No RPJMN 
 

RPJMD Provinsi 

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Indikator 

  Meningkatnya 
Status 
Kesehatan Ibu 
dan Anak 

Angka 
kematian ibu 
per 100.000 
kelahiran 
hidup 

  Jumlah absolut angka 
kematian ibu melahirkan per 
kelahiran hidup  
Persentase persalinan di 
fasilitas kesehatan (Riskesdas) 

   Angka 
kematian 
bayi per 
1.000 
kelahiran 
hidup 

  Jumlah kematian bayi per 
kelahiran hidup 
 
Angka kematian bayi per 
1.000 kelahiran hidup 
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Tabel  20. Penjabaran ISu Strategis ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator  

Isu Strategis  RPJMN Sub Bidang Kesehatan (1): Peningkatan Kesehatan 
Ibu, Anak, Remaja dan Lansia 

Tujuan Sasaran Indikator  

 Meningkatnya Status 
Kesehatan Ibu dan Anak 

Angka kematian ibu per 
100.000 kelahiran hidup 

 

Keterangan: 

Tabel selengkapnya terdapat dalam Workbook 
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4. Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran  

 

A. Target Sasaran  

Sasaran RPJMD Bidang Kesehatan dengan indikatornya harus memiliki 

target yang jelas. Penetapan Target ini harus disinkronkan dengan target 

dalam RPJMN. Target yang sinkron dan jelas sangat penting sebagai dasar 

pengembangan program. Secara skematis, hal ini dapat dilihat pada gambar 

10 

Gambar 10. Sinkronisasi dan Penerjemahan Tujuan ke dalam Sasaran 

 

Pemerintah pusat telah menetapkan semua target dalam RPJMN. 

Permasalahannya, pemerintah pusat belum membagi target tersebut ke daerah. 

Seharusnya pemerintah pusat mempunyai skenario atau simulasi target yang 

mempertimbangkan kemampuan setiap daerah. Faktanya, ada daerah yang mampu 

bahkan melebihi target dari pusat, tetapi di lain pihak ada daerah yang hanya 

mampu menetapkan target di bawah target pusat. Dengan scenario atau simulasi ini, 

Pemerintah Pusat idealnya bisa membagi target secara proporsional. Hal ini penting 

untuk menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan karena daerah yang 

Tujuan  

Tujuan  

Tujuan  

Lampiran 
UU No. 

23/2014  
+ 

Misi RPJMN 
+ 

Kebutuhan 
Lokal  

Misi 
RPJMD 
Bidang 

Kesehatan 

Áȣȣ 
ÂȣȢȢ 
ÃȣȢȢ 
ȢȢȣȢȢ 
ȣȣ 

Visi RPJMD 

Misi RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 

 

Sasaran 

Indikat
or  

Sasaran 

Indikat
or  

Sasaran 

Indikat
or  

Sasaran 

Indikat
or  

Sasaran 

Indikat
or  

Sasaran 
Pokok  
RPJMN 

Target  
RPJMN 

Target  

Target  

Target  

Target  

Target  
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άƭŜƳŀƘέ όǘŀǊƎŜǘƴȅŀ ǊŜƴŘŀƘύ ŀƪŀƴ ŘƛƪƻƳǇŜƴǎŀǎƛ ƻƭŜƘ ŘŀŜǊŀƘ άƪǳŀǘέ όǘŀǊƎŜǘƴȅŀ ǘƛƴƎƎƛύΦ 

Hal ini bisa digambarkan sebagai berikut: 

 
 

Gambar 11. Contoh Skenario atau Simulasi Target Berdasarkan Kemampuan Daerah 

B. Sinkronisasi Target  

Dalam kondisi tidak adanya skenario atau simulsi target, penetapan target 

diserahkan kepada setiap daerah. Untuk itu, daerah dapat menetapkan target 

berdasarkan 3 hal yaitu (1) trend atau kecenderungan kinerja dalam 3-5 tahun 

terakhir; (2) trend kapasitas internal dalam 5 tahun ke depan; dan (3) trend 

tantangan dalam 5 tahun ke depan. Semua pertimbangan tersebut diperoleh dari 

hasil Analisis Situasi Kesehatan. Contoh sinkronisasi target terlihat pada tabel 21 

berikut ini: 
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Tabel 21. Sinkronisasi Target 

 

N

o

. 

Tujuan 

RPJMN 

Indikator Sasaran RPJMN 

2015-2019 

Tar

get 

Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Targe

t 

1 Meningka

tnya 

Status 

Kesehatan 

Ibu dan 

Anak 

Angka kematian ibu per 

100.000 kelahiran hidup 

306 Jumlah absolut angka kematian ibu 
melahirkan per kelahiran hidup  
Persentase persalinan di fasilitas 
kesehatan (Riskesdas) 

 

Angka kematian bayi per 

1.000 kelahiran hidup 

24 Jumlah kematian bayi per kelahiran 
hidup 
 
Angka kematian bayi per 1.000 
kelahiran hidup 

 

Meningka

tnya 

Status Gizi 

Masyarak

at 

Prevalensi anemia pada ibu 

hamil (persen) 

28 Persentase ibu hamil yang mengalami 
anemia 
 
Jumlah ibu hamil mendapatkan tablet 
tambah darah (bagian dari intervensi) 

 

Persentase bayi dengan 

berat badan lahir rendah 

(BBLR) 

8 Jumlah kelahiran bayi dengan BBLR per 
kelahiran bayi 

 

Persentase bayi usia kurang 

dari 6 bulan yang 

mendapat ASI eksklusif 

50 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 
yang mendapat ASI eksklusif 

 

Prevalensi kekurangan gizi 

(underweight) pada anak 

balita (persen) 

17 Persentase balita kekurangan gizi 
 
Jumlah penanganan kekurangan gizi 
pada balita (bagian dari intervensi) 
 
Jumlah Balita mendapatkan PMT 
(bagian dari intervensi) 

 

Prevalensi wasting (kurus) 

anak balita (persen) 

9,5 Persentase anak balita dengan status 
gizi wasting (kurus) 
 
Jumlah penanganan anak balita wasting 

 

Prevalensi stunting (pendek 

dan sangat pendek) pada 

anak baduta (di bawah 2 

tahun) (persen) 

28 Persentase anak baduta dengan 
stunting  

 

2 Meningka

tnya 

Pengendal

ian 

Penyakit 

Menular 

dan Tidak 

Prevalensi obesitas pada 

ǇŜƴŘǳŘǳƪ ǳǎƛŀ җму 

 

DO: Prevalensi obesitas 

ǇŀŘŀ ǇŜƴŘǳŘǳƪ ǳǎƛŀ җму 

15,

4 

Prevalensi obesitas pada penduduk usia 
җму dalam wilayahprovinsi tersebut 
2016: 15,4% 
2017: 15,4% 
2018: 15,4% 
2019: 15,4% 

 

Persentase kabupaten/kota 40 Persentase kabupaten/kota yang 
memenuhi syarat kualitas kesehatan 
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Menular 

serta 

Meningka

tnya 

Penyehata

n 

Lingkunga

n 

yang memenuhi syarat 

kualitas kesehatan 

lingkungan 

lingkungan 

Prevalensi merokok pada 

usia <18 tahun 

 

DO: Prevalensi merokok 

pada usia <18 tahun 

dalam wilayah provinsi 

tersebut  

5,4 Prevalensi merokok pada usia <18 
tahun 
2016: 6,4% 
2017: 5,9% 
2018: 5,6% 
2019: 5,4% 

 

Prevalensi Tuberkulosis 

(TB) per 100.000 penduduk 

(persen) 

245 Persentase Kab/Kota yang memiliki  
penemuan kasus TB (Case Detection 
Rate/CDR) minimal 70% dan 
keberhasilan pengobatan (succes 
Rate/SR) minimal 85% 
 
DO: Jumlah Kab/Kota yang memiliki  
penemuan kasus TB (Case Detection 
Rate/CDR)minimal 70% dan 
keberhasilan pengobatan (succes 
Rate/SR) minimal 85% dibanding jumlah 
seluruh kab/kota di wilayah provinsi 
tersebut 
 
2016: 70% 
2017: 80% 
2018: 90% 
2019: 100% 

 

Prevalensi HIV (persen) <0,

5% 

Prevalensi HIV (persen)  

Jumlah kabupaten/kota 

dengan eliminasi malaria 

300 Jumlah kabupaten/kota dengan 
eliminasi malaria 

 

Jumlah provinsi dengan 

eliminasi kusta 

34 Jumlah kabupaten dengan eliminasi 
kusta 

 

Jumlah kabupaten/kota 

dengan eliminasi Filariasis 

35 Jumlah kabupaten/kota dengan 
eliminasi Filariasis 

 

Prevalensi tekanan darah 

tinggi (persen) 

DO: Prevalensi tekanan 

ŘŀǊŀƘ ǘƛƴƎƎƛ ǇŀŘŀ ǳǎƛŀ җму 

tahun dalam wilayah 

provinsi tersebut 

23,

4 

Prevalensi tekanan darah tinggi 
2016: 24,6% 
2017: 24,2% 
2018: 23,8% 
2019: 23,4% 

 

Persentase penurunan 

kasus penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi 

(PD3I) tertentu dari tahun 

40 Penurunan jumlah kasus PD3I tertentu: 
 
2016 : 10% 
2017 : 20% 
2018 : 30% 
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2013 2019 : 40% 
1. Campak 
2. Polio 
3. Tetanus Neonatorum 
4. Difteri 

Melalui surveillans PD3I dan sistem 
kewaspadaan dini dan respons yang 
baik 

Persentase kabupaten/kota 

yang mencapai 80 persen 

imunisasi dasar lengkap 

pada bayi 

95 Persentase kabupaten/kota yang 
mencapai 80 persen imunisasi dasar 
lengkap pada bayi 
 

 

3 Meningka

tnya 

Pemerata

an Akses 

dan Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah kecamatan yang 

memiliki minimal satu 

puskesmas yang 

tersertifikasi akreditasi 

560

0 

- Jumlah Kab/Kota yang siap 
melaksanakan akreditasi Puskesmas 
- Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 
akreditasi Puskesmas 

 

Jumlah kabupaten/kota 

yang memiliki minimal satu 

RSUD yang tersertifikasi 

akreditasi nasional 

481 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 
akreditasi RSUD tersertifikasi akreditasi 
nasional 
 
Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi 

 

Unmet need pelayanan 

kesehatan 

   

4 Memastik

an 

Ketersedia

an Obat 

dan Mutu 

Obat dan 

Makanan 

Persentase ketersediaan 

obat dan vaksin di 

puskesmas 

90 Persentase ketersediaan obat dan 
vaksin di puskesmas 
 
Persentase penggunaan obat rasional di 
Puskesmas 

 

5 Meningka

tnya 

Ketersedia

an, 

Penyebara

n, dan 

Mutu 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Kesehatan 

Jumlah puskemas yang 

minimal memiliki 5 jenis 

tenaga kesehatan 

560

0 

Jumlah Kab/Kota yang seluruh 
Puskesmasnya memiliki SDM kesehatan 
sesuai standar ketenagaan (Permenkes 
no 75/2014) 
 
Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga 
kesehatan sesuai standar ketenagaan 
(Permenkes no 75/2014) 

 

Persentase RS Kab/Kota 

kelas C  yang memiliki 7 

dokter spesialis 

60 Jumlah Kab/Kota dengan RS Pemerintah 
kelas C yang memiliki dokter spesialis 
sesuai standar ketenagaan  
 
Jumlah RS kelas C yang memiliki dokter 
spesialis sesuai standar ketenagaan 
(Permenkes 56 tahun 2014) 

 

Jumlah SDM kesehatan 

yang ditingkatkan 

kompetensinya (kumulatif) 

56.

910 
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6 Meningka

tnya 

Puskesma

s  yang 

menyelen

ggarakan 

upaya 

kesehatan 

jiwa dan 

NAPZA 

Jumlah Kab/Kota yang 

memiliki minimal 20% 

Puskesmas yang 

menyelanggarakan upaya 

kesehatan jiwa dan NAPZA 

 Jumlah Kab/Kota yang memiliki 
Puskesmas yang menyelenggarakan 
Upaya kesehatan jiwa dan NAPZA 

 

7 Pencegah

an dan 

Rehabilita

si Medis 

Penyalahg

unaan 

NAPZA di 

pelayanan 

kesehatan 

yang 

ditetapka

n sebagai 

institusi 

penerima 

wajib 

lapor 

(IPWL) 

Jumlah pelayanan 

kesehatan sebagai IPWL 

yang menyelenggarakan 

upaya pencegahan dan 

rehabiltasi medis apda 

penyalahgunaan NAPZA 

 Jumlah pelayanan kesehatan sebagai 
IPWL di provinsi yang 
menyelenggarakan upaya pencegahan 
dan rehabiltasi medis pada 
penyalahguna NAPZA 

 

8 Meningka

tnya 

cakupan 

layanan 

dampak 

psikologis 

korban 

Kekerasan 

dan 

pelaku 

kejahatan 

seksual 

pada anak 

dan 

remaja 

Jumlah  fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah 

ditetapkan (PPT dan PKT) 

yang melaksanakan 

penanganan dampak 

psikologis korban 

Kekerasan dan pelaku 

kejahatan seksual pada 

anak dan remaja yang telah 

memiliki PPT dan PKT di 

Fasyankes yang telah 

ditetapkan 

 Jumlah Kab/Kota yang memiliki 
fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ditetapkan (PPT dan PKT) yang 
melaksanakan penanganan dampak 
psikologis korban Kekerasan dan 
pelaku kejahatan seksual pada anak 
dan remaja 

Jumlah korban kekerasan dan pelaku 
kejahatan seksual pada anak dan 
remaja di Fasyankes rujukan yang telah 
ditetapkan 

 

9 Meningka

tnya 

Jumlah sekolah yang 

melaksanakan pencegahan 

 Jumlah sekolah sehat di Kab/Kota yang 
melaksanakan pencegahan dan 
pengendalian masalah keswa dan 
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Pencegah

an dan 

Pengendal

ian 

Masalah 

Keswa 

dan Napza 

di sekolah 

PAUD, SD, 

SMP, SMA 

dan yang 

sederajat 

dan pengendalian masalah 

keswa dan napza di sekolah 

PAUD, SD, SMP, SMA dan 

yang sederajat 

napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA 
dan yang sederajat 
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5. Tahap 5: Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strateg i 

Pembangunan 

 

Tahap ini berisi mengenai penjelasan cara merumuskan strategi dan 

mensinkronkan strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMN.  Masing-masing 

pihak perlu memahami perannya masing-masing dalam strategi pembangunan 

kesehatan di daerahnya. 

A. Arah  Kebijakan  dan Sinkronisasi Arah Kebijakan  
 
Arah kebijakan merupakan kebijakan utama yang diambil untuk 

menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai sasaran 

pembangunan, yaitu perubahan kondisi yang ingin dicapai pada 5 (lima) tahun 

ke depan. Arah kebijakan minimal harus :  

1. Menjelaskan tentang kebijakan umum yang diambil oleh pemerintah 

untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan sasaran yang ingin 

dicapai.  

2. Memuat strategi pembangunan yang berisi program-program atau 

kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka 

mencapai sasaran pembangunan.  

Sinkronisasi Arah Kebijakan, mensinkronkan arah kebijakan dilakukan 

dengan cara menyesuaikan arah kebijakan pusat yang tertuang di RPJMN dengan 

kebijakan daerah yang ada di RPJMD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut :  

a. Kebijakan di RPJMD tetap saling mendukung pencapaian nasional  

b. Arah kebijakan RPJMD dapat dipecah, diubah, dihilangkan , digabung atau 

ditambah dengan tetap mendukung kebijakan nasional.  
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Gambar 12. Perumusan Arah Kebijakan Berdasarkan Arah Kebijakan 

RPJMN, Tujuan dan Sasaran 

Adanya rekomendasi membuat RPJMN bersifat fleksibel dan daerah bisa 

menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berikut tabel 22 untuk 

melakukan sinkronisasi  arah kebijakan: 

  

Tujuan  

Tujuan  

Tujuan  

Lampiran 
UU No. 

23/2014  
+ 

Misi RPJMN 
+ 

Kebutuhan 
Lokal  

Misi 
RPJMD 
Bidang 

Kesehatan 

Áȣȣ 
ÂȣȢȢ 
ÃȣȢȢ 
ȢȢȣȢȢ 
ȣȣ 

Visi RPJMD 

Misi RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 

 

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 
Pokok  
RPJMN 

Target  
RPJMN 

Target  

Target  

Target  

Target  

Target  

Arah Kebijakan RPJMN Arah Kebijakan  
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Tabel 222. Contoh Sinkronisasi Arah Kebijakan  

 

B. Strategi dan Sinkronisasi  Strategi  

Strategi adalah cara taktis mencapai tujuan jangka panjang. Strategi dapat 

didefinisikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

suatu sasaran khusus. Strategi juga merupakan rencana menjalankan misi dan 

mencapai visi. Strategi memerlukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkannya 

dan menjadi tujuan sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan 

kesehatan. 

1. Strategi pembangunan merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan 

arah kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan dilaksanakan 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Prioritas 

Nasional/Bidang Pembangunan.   

2. Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah berisikan 

program-program indikatif untuk mewujudkan visi  dan misi dalam rangka 

No. Arah Kebijakan  
RPJMN Bidang Kesehatan 

 

Arah Kebijakan  dalam RPJMD 
Provinsi  

1 Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan 
Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas  

 

2 Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat   

3 Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan 
 

 

4 Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar 
yang Berkualitas 

 

5 Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan 
yang Berkualitas 

 

6 Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, 
Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat 
Kesehatan 

 

7 Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan  

8 Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu 
Sumber Daya Manusia Kesehatan 

 

9 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

 

10 Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan 
dan Sistem Informasi 

 

11 Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional Bidang Kesehatan  

 

12 Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas 
Pembiayaan Kesehatan 
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pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, 

maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.   

C. Sinkronisasi  Strategi  

Penyusunan strategi dalam RPJMD Bidang Kesehatan dilakukan dengan 

mensinkronkan Strategi RPJMN dan Arah Kebijakan. Selain itu, sangat dianjurkan 

untuk melakukan kajian literatur untuk mendapatkan inspirasi atau melakukan 

inovasi. Secara skematis hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 13. Sinkronisasi Strategi  

Berdasarkan gambar 12 di atas sinkronisasi strategi dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel 23 berikut: 

  

Tujuan  

Tujuan  

Tujuan  

Lampiran 
UU No. 

23/2014  
+ 

Misi RPJMN 
+ 

Kebutuhan 
Lokal  

Misi 
RPJMD 
Bidang 

Kesehatan 

Áȣȣ 
ÂȣȢȢ 
ÃȣȢȢ 
ȢȢȣȢȢ 
ȣȣ 

Visi 
RPJMD 

Misi 
RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 

 

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 

Indikator  

Sasaran 
Pokok  
RPJMN Target  

RPJMN 

Target  

Target  

Target  

Target  

Target  

Arah Kebijakan RPJMN Arah Kebijakan  

Strategi  
RPJMN 

+ 
Literatur  

Strategi  
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Tabel 23. Contoh Penyusunan Strategi 

Arah Kebijakan 1: Akselerasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja 
dan Lansia yang Berkualittas 

 

Strategi Arah Kebijakan 1 dalam RPJMN Kajian Literatur Strategi dalam 
RPJMD 

Peningkatan akses dan mutu continuum of care 
pelayanan ibu dan anak yang meliputi 
kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas 
kesehatan dan penurunan kasus kematian ibu 
di rumah sakit 

 Contracting out   

Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi 
pada remaja 

    

Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)     

Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

    

Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk 
usia produktif dan lanjut usia 

    

Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu 
pada bayi dan balita; dan peningkatan peran 
upaya kesehatan berbasis masyarakat 
termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi 
lainnya dalam pendidikan kesehatan dan 
pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan 
lansia 

    

 

D. Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan 

Untuk melakukan sinkronisasi strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan 

mengisi tabel 24 di bawah ini:  
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Tabel 24. Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan  

RPJMN 2015-2019  RPJMD Provinsi 

Agenda : ………………………………. Tujuan : ………………………………. 

Sub Agenda : ............................................ Sasaran : ............................................ 

Strategi Arah kebijakan Strategi Arah kebijakan 

-1 -2 -3 -4 

1.      Strategi 1.1 1.      Arah kebijakan 1.1 1.     Strategi 1.1 1.     Arah kebijakan 1.1 

2.     Strategi 1.2 2.     Arah kebijakan 1.2 2.     Strategi 1.2 2.     Arah kebijakan 1.2 

3.     Dst…….. 3.     Dst… 3.     Dst…….. 3.     Dst… 

1.      Strategi 2.1 1.      Arah kebijakan 2.1 1.     Strategi 2.1 1.     Arah kebijakan 2.1 

2.     Strategi 2.2 2.     Arah kebijakan 2.2 2.     Strategi 2.2 2.     Arah kebijakan 2.2 

3.         Dst…….. 3.         Dst… 3.        Dst…….. 3.        Dst… 
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6. Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas 

Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas 

Berdasarkan Indikator dan Pembagian Urusan 

Pemerintahan  

6.1. Tahap 6.1: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, 

Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan 

Pembagian Urusan Pemerintahan Lintas PD 

Kebijakan lintas PD merupakan suatu rangkaian kebijakan antar PD yang 

terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas lintas PD untuk 

mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain kebijakan 

pengarusutamaan pelaksanaan pembangunan, pendekatan lintas PD yang kuat perlu 

dilakukan karena permasalahan pembangunan semakin kompleks. Salah satu 

dampak lemahnya koordinasi lintas PD akan berpotensi inefisiensi melalui duplikasi 

program. Keterlibatan berbagai PD tersebut akan membantu mengatasi 

permasalahan pembangunan secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat 

menyelesaikan persoalan dengan tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas 

pencapaian sasaran pembangunan. 

Adapun beberapa tahapan untuk menyusun kebijakan dan kegiatan lintas PD 

meliputi : 

1. Mengidentifikasi sasaran dan tujuan (nasional dan daerah) 

2. Mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi PD 

3. Mengidentifikasi kebijakan yang membutuhkan peran lintas bidang 

4. Melakukan sinkronisasi sasaran dengan tupoksi PD 

5. Menyusun rencana aksi lintas PD. 

A. Rencana Aksi Lintas Bidang  

Setelah melakukan sinkronisasi sasaran dengan tupoksi PD, selanjutnya 

kegiatan yang telah diidentifikasi baik kegiatan eksisting maupun kegiatan baru 

dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi lintas bidang. Rencana aksi merupakan 

rencana yang akan dilakukan (action) untuk memenuhi tujuan dari program yang 

telah dibuat. Rencana aksi juga berhubungan dengan strategi yang telah ditetapkan 

oleh karena itu rencana aksi harus rinci, jelas, serta dapat mengantisipasi peluang 
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dan ancaman. Dalam Rencana Aksi, semua indikator ditentukan target yang harus 

dicapai dalam 5 tahun ke depan. 

Adapun contoh rencana aksi lintas bidang digambarkan pada tabel di bawah 

ini:  

Tabel 25. Rencana Aksi Lintas Bidang  

RPJMN Sub Bidang Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat 

RPJMD Bidang Kesehatan 
 

Arah Kebijakan 
Kebijakan Lintas 

Bidang 
Perangkat Daerah 

terkait 
Peran dan 
Kontribusi 

Akselerasi Pemenuhan Akses 
Pelayanan Kesehatan Ibu, 
Anak, Remaja, dan Lanjut Usia 
yang Berkualitas  

KIA dan KB    

Mempercepat Perbaikan Gizi 
Masyarakat  

Perbaikan gizi 
 

  

Meningkatkan Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan 

   

Meningkatan Akses Pelayanan 
Kesehatan Dasar yang 
Berkualitas 

Peningkatan 
kualitas dan akses 
pelayanan 
kesehatan 

Dinas Bina Marga   Pembangunan 
jalan menuju 
akses 

 Dinas Cipta Karya Pembangunan 
sarana sanitasi 
Puskesmas  

Meningkatkan Akses 
Pelayanan Kesehatan Rujukan 
yang Berkualitas 

   

Meningkatkan Ketersediaan, 
Keterjangkauan, Pemerataan, 
dan Kualitas Farmasi dan Alat 
Kesehatan 

   

Meningkatkan Pengawasan 
Obat dan Makanan 

   

Meningkatkan Ketersediaan, 
Persebaran, dan Mutu Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 

Pemenuhan SDM 
Kesehatan 

BKD Penyusunan 
formasi tenaga 
kesehatan 

Dinas Kesehatan PTT daerah 
Beasiswa PPDS 
(Pendidikan 
Dokter Spesialis) 

Meningkatkan Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Penguatan 
promotif 
preventif 

  

Menguatkan Manajemen, 
Penelitian Pengembangan dan 
Sistem Informasi 
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RPJMN Sub Bidang Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat 

RPJMD Bidang Kesehatan 
 

Arah Kebijakan 
Kebijakan Lintas 

Bidang 
Perangkat Daerah 

terkait 
Peran dan 
Kontribusi 

Memantapkan Pelaksanaan 
Sistem Jaminan Sosial 
Nasional Bidang Kesehatan  

   

Mengembangkan dan 
Meningkatkan Efektifitas 
Pembiayaan Kesehatan 

   

B. Program  

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau masyarakat, yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan daerah.   

Program ditetapkan  dengan tetap memperhatikan sinkronisasi terhadap 

program RJPMN. Selain itu, sangat dianjurkan untuk melakukan kajian literatur 

untuk mendapatkan inspirasi atau melakukan inovasi. Secara skematis hal ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 13. Penetapan Program berdasarkan Sa saran (termasuk targetnya) yang  

disinkronkan dengan Program RPJMN, dan diperkaya dengan kajian literatur  

Cara Menyusun Program  

a. Telaah kembali Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya 

b. Kelompokkan Tujuan dan Sasaran (jika memungkinkan) kemudian 

digabungkan. 

c. Tentukan “nama” program yang akan dirumuskan. Nama program ini 

bisa mengacu pada Tujuan dan Sasaran. 

Tabel 26 di bawah ini dapat digunakan untuk mensinkronkan program 

Perangkat Daerah (PD).  

  

Tujuan  

Tujuan  

Tujuan  

Lampiran 
UU No. 

23/2014  
+ 

Misi RPJMN 
+ 

Kebutuhan 
Lokal  

Misi 
RPJMD 
Bidang 

Kesehatan 

Áȣȣ 
ÂȣȢȢ 
ÃȣȢȢ 
ȢȢȣȢȢ 
ȣȣ 

Visi 
RPJMD 

Misi 
RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 

 

Sasara
n 

Indikator  

Sasara
n 

Indikator  

Sasara
n 

Indikator  

Sasara
n 

Indikator  

Sasara
n 

Indikator  

Sasaran 
Pokok  
RPJMN 

Target  
RPJMN 

Target  

Target  

Target  

Target  

Target  

Arah Kebijakan RPJMN Arah Kebijakan  

Strategi  
RPJMN 

+ 
Literatur  

Strategi  

Program  

Program  

Program  
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Tabel 236. Penyusunan Program Perangkat Daerah (PD)  

Program Kesehatan dalam 
RPJMN 

Program 
Kesehatan  dalam 

RPJMD* 

Program dalam 
RPJMD Bidang 
Kesehatan**  

Program Penguatan Pelaksanaan 
Jaminan Kesehatan Nasional 

  

Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan 

  

Program Bina Gizi dan Kesehatan 
Ibu dan Anak 

  

Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan 

  

Program Pengendalian Penyakit 
dan Penyehatan Lingkungan 

  

Program Kefarmasian dan Alat 
Kesehatan 

  

Program Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan (PPSDMK) 

  

   
   
   

 
Keterangan: 
*) harus mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD 
**) harus mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Bidang Kesehatan 
 

C. Kegiatan  

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

Identifikasi kegiatan yang akan dilakukan dapat mengacu kepada 

kegiatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, dan hasil kajian literatur. 

Dengan kajian liteartur maka dimungkinkan untuk mengusulkan kegiatan-
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kegiatan inovatif yang telah berhasil di tempat lain (evidence-based). Secara 

skematis, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 14. Identifikasi dan Penetapan Kegiatan 

Untuk mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dapat dilakukan 

dengan menggunakan Tabel 26 berikut  ini:  

Tabel 27. Identifikasi dan Penetapan Kegiatan  

Program dalam RPJMD 
 
 

Identifikasi Kegiatan 
Eksisting 

Identifikasi Kajian 
Literatur 

Kegiatan yang 
ditetapkan 

Program Peningkatan Gizi dan 
KIA 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

Program Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

Program Peningkatan Akses 
dan Mutu Upaya Kesehatan 

1. 
2. 
3 
ΦΧΦΦ 

1. 
2. 
3 
ΦΧΦΦ 

1. 
2. 
3 
ΦΧΦΦ 

Tujuan  

Tujuan  

Tujuan  

Lampiran 
UU No. 

23/2014  
+ 

Misi RPJMN 
+ 

Kebutuhan 
Lokal  

Misi 
RPJMD 
Bidang 

Kesehatan 

Áȣȣ 
ÂȣȢȢ 
ÃȣȢȢ 
ȢȢȣȢȢ 
ȣȣ 

Visi 
RPJMD 

Misi 
RPJMD: 
ρȢ ȣȣȣȢ 
ςȣȣȣȢȢ 
σȣȣȣȣ 
ȣȣȣȣȢ 
ȣȣȣȢȢ 

 

Sasara
n 

Indikator  

Sasara
n 

Indikator  

Sasara
n 

Indikator  

Sasara
n 

Indikator  

Sasara
n 

Indikator  

Sasaran 
Pokok  
RPJMN 

Target  
RPJMN 

Target  

Target  

Target  

Target  

Target  

Arah Kebijakan RPJMN Arah Kebijakan  

Strategi  
RPJMN 

+ 
Literatur  

Strategi  

Program  

Program  

Program  

Kegiatan  
Sebelumnya 

+ 
Literatur  

Kegiatan  

Kegiatan  

Kegiatan  

Kegiatan  

Kegiatan  

Kegiatan  

Kegiatan  

Kegiatan  

Kegiatan 
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Program dalam RPJMD 
 
 

Identifikasi Kegiatan 
Eksisting 

Identifikasi Kajian 
Literatur 

Kegiatan yang 
ditetapkan 

Program Peningkatan 
Ketersediaan, Penyebaran, 
dan Mutu Sumber Daya 
Kesehatan 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

Program Peningkatan Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

ΧΧΧΧΧΧΦ 1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

ΧΧΧΧΧΧΦΦ 1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

1. 
2. 
3. 
ΧΦΦ 

 

D. Pemetaan Program  Prioritas RKP 2017  ke dalam Program dan 

Kegiatan Perangkat Daerah (PD)  

Langkah awal sebelum memetakan program prioritas RKP 2017 ke dalam 

Program dan Kegiatan PD adalah memetakan  atau menentukan dulu 

program dan kegiatan prioritas di Provinsi berdasarkan isu-isu strategis 

dan program dan kegiatan prioritas di level nasional. Setiap program 

prioritas yang ditentukan dapat terdiri dari beberapa kegiatan.  Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan mengisi tabel 28 di bawah ini:  
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Tabel 28. Pemetaan Program Nasional ke dalam Program P rovinsi  

No Isu Strategis  Program Prioritas 
Nasional  

Kegiatan Prioritas 
Nasional  

Program 
Prioritas 
Provinsi  

Kegiatan 
Prioritas 
Provinsi  

1 Peningkatan 
Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
(Isu Strategis 
No. 7) 

Penguatan Promotif dan 
Preventif: “Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat 

Kampanye Hidup Sehat   

 Konsumsi Pangan Sehat   
 Lingkungan Sehat   
 Pencegahan Penyakit dan 

Deteksi Dini 
  

 Aktivitas Fisik dan 
Konektivitas AntarModa 
Transportasi 

  

 Kawasan Tanpa Rokok, 
Narkoba dan Minuman 
Keras 

  

 Penurunan Stress dan 
Keselamatan Berkendara 

  

 Advokasi Regulasi 
Gerakan Masyarakat Sehat 

  

    
    
    
    

2 Percepatan 
Perbaikan 

Percepatan Perbaikan Gizi 

Masyarakat 
Pembinaan Gizi ibu, bayi, 
dan anak 
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Status Gizi 
Masyarakat 
(Isu Strategis 
No. 2) 

 Manajemen dan 
pencegahan penyakit 

  

 Pendidikan dan 
pemberdayaan 
perempuan, serta 
perkembangan anak usia 
dini  

  

 Ketersediaan pangan 
beragam, akses ekonomi, 
dan pemanfaatan pangan 

  

 Peningkatan sanitasi dan 
akses air bersih 

  

 Pelayanan kesehatan dan 
keluarga berencana 

  

 Peningkatan Advokasi, 
Sosialisasi, dan Kampanye 

  

    
    
    
    

3 Peningkatan 
Akses 
Pelayanan 
Kesehatan 
Dasar dan 
Rujukan yang 
Berkualitas 
(Isu Strategis 
No.  4) 

Peningkatan Akses dan Mutu 

Pelayanan Kesehatan 
Penyediaan Fasilitas 
Kesehatan Dasar dan 
Rujukan Yang Berkualitas 

  

 Penyediaan, Persebaran 
dan Kualitas SDM 
Kesehatan 

  

 Penyediaan, Distribusi, 
dan Mutu Sediaan Farmasi, 
Alkes dan Makanan 

  

 Penguatan Sistem 
Informasi, Manajemen dan 
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Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan 

 Perluasan Kepesertaan 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN)/Kartu 
Indonesia Sehat (KIS) dan 

  

    
    
    
    

4 Peningkatan 
Kesehatan Ibu, 
Anak, Remaja 
dan Lansia 
(Isu Strategis 
No. 1) 

Peningkatan pelayanan KB 
dan 

kesehatan reproduksi 

Peningkatan pelayanan KB   

 Penguatan advokasi dan 
komunikasi, informasi dan 
edukasi (KIE) KB 

  

 Pembinaan remaja   
 Pembangunan keluarga   
 Penguatan regulasi, 

kelembagaan, serta data 
dan informasi 
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Selanjutnya, pemetaan program prioritas RKP 2017 ke dalam program dan kegiatan PD dapat dilakukan dengan memperhatikan 

urusan dan sub urusan dalam UU No.23 tahun 2014. Perlu diketahui juga bahwa, setiap kegiatan prioritas nasional dapat didukung 

oleh lintas PD selain Dinas Kesehatan.  Lebih rinci, pemetaan tersebut dapat dilakukan dengan mengisi tabel di bawah ini: 

 

Tabel 29. Pemetaan Program Provinsi  ke dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD)  

Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan 
 

No Program 
Prioritas 
Nasional 

Kegiatan Prioritas Nasional Urusan dalam UU No. 
23/14 

Sub Urusan 
dalam UU No. 

23/14 

Program PD Kegiatan PD PD 
Penanggung 

Jawab 

1 Penguatan 
Promotif dan 
Preventif: 
άDŜǊŀƪŀƴ 
Masyarakat 
Hidup Sehat 

Kampanye Hidup Sehat Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

    

Konsumsi Pangan Sehat Upaya Kesehatan     

Lingkungan Sehat Upaya Kesehatan     

Pencegahan Penyakit dan 
Deteksi Dini 

Upaya Kesehatan     

Aktivitas Fisik dan 
Konektivitas AntarModa 
Transportasi 

     

Kawasan Tanpa Rokok, 
Narkoba dan Minuman 
Keras 

Upaya Kesehatan     

Penurunan Stress dan 
Keselamatan Berkendara 

     

Advokasi Regulasi Gerakan 
Masyarakat Sehat 

-     
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2 Percepatan 
Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Pembinaan Gizi ibu, bayi, 
dan anak 

Upaya Kesehatan     

Manajemen dan 
pencegahan penyakit 

Upaya Kesehatan     

Pendidikan dan 
pemberdayaan perempuan, 
serta perkembangan anak 
usia dini 

Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

    

Ketersediaan pangan 
beragam, akses ekonomi, 
dan pemanfaatan pangan 

-     

Peningkatan sanitasi dan 
akses air bersih 

Upaya Kesehatan     

Pelayanan kesehatan dan 
keluarga berencana 

Upaya Kesehatan     

Peningkatan Advokasi, 
Sosialisasi, dan Kampanye 

-     

3 Peningkatan 
Akses dan 
Mutu 
Pelayanan 
Kesehatan 

Penyediaan Fasilitas 
Kesehatan Dasar dan 
Rujukan Yang Berkualitas 

Upaya Kesehatan     

Penyediaan, Persebaran dan 
Kualitas SDM Kesehatan 

SDM Kesehatan     

Penyediaan, Distribusi, dan 
Mutu Sediaan Farmasi, Alkes 
dan Makanan 

Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan, dan 
Makanan Minuman 

    

Penguatan Sistem Informasi, 
Manajemen dan Penelitian 
dan Pengembangan 
Kesehatan 

-     
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Perluasan Kepesertaan 
Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat 
(KIS) dan 

-     

4 Peningkatan 
pelayanan KB 
dan 
kesehatan 
reproduksi 

Peningkatan pelayanan KB Upaya Kesehatan     

Penguatan advokasi dan 
komunikasi, informasi dan 
edukasi (KIE) KB 

Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

    

Pembinaan remaja Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

    

Pembangunan keluarga Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

    

Penguatan regulasi, 
kelembagaan, serta data dan 
informasi 

-     
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Catatan: 

Prinsip sinkronisasi tersebut mengacu pada ƪŜōƛƧŀƪŀƴ άmoney follow prioritized 

programsέ όōǳƪŀƴ ƭŀƎƛ άmoney follow functionsέύ ȅŀƴƎ ŘƛŎŀƴŀƴƎƪŀƴ tǊŜǎƛŘŜƴ Wƻƪƻ 

Widodo. Aplikasi pendekatan ini dimulai dari penetapan prioritas nasional (dalam hal 

di di bidang kesehatan). Selanjutnya prioritas nasional tersebut dijabarkan dalam 

sejumlah program prioritas. Setelah program prioritas ditentukan, kemudian 

diidentifikasi kementerian dan lembaga apa saja yang terkait. 

 

 

Gambar 15. Pendekatan Tematik, Holistik, Terintegrasi dan Spasial Pembangunan 

Kesehatan 

Pada Level 2, setiap program prioritas dijabarkan ke sejumlah kegiatan prioritas. 

Setiap kegiatan prioritas diidentifikasi kementerian dan lembaga apa saja yang 

terkait. 
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Gambar 16. Penjabaran Program Prioritas menjadi 5 Kegiatan Prioritas dan 

Keterlibatan Kementerian dan Lembaga Terkait 
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7. Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program dan 

Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional  

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk 

mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari 

anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan 

daerah secara utuh. Kerangka pendanaan memuat sumber-sumber pendanaan 

yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan 

sumber dana dan peningkatan kualitas belanja. Kerangka pendanaan meliputi 

peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Tahun 2016 APBN telah 

mengalokasikan 5% untuk kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. Sedangkan, anggaran kesehatan untuk daerah sebesar 

minimal 10% dari APBD. Identifikasi Kerangka Pendanaan dapat dilakukan 

dengan menggunakan tabel 28 di bawah ini: 

Tabel 30.Identifikasi Kerangka Pend anaan 

No Program /Kegiatan 

Sumber Pendanaan 

APBN 
ABBD 
Prov  

APBD 
Kab 

Swasta 
Masyar

akat  
Lain-nya 

1 

Peningkatan penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang 
terjangkau, bermutu, merata, 
dan berkesinambungan 

            

2 

Peningkatan pengelolaan 
sumber daya kesehatan daerah 
secara optimal untuk 
mendukung penyelenggaraan 
upaya kesehatan 

            

3 
Peningkatan peran serta 
masyarakat untuk hidup sehat 

            

4 
Peningkatan upaya kesehatan 
lainnya sesuai kebutuhan dan 
prioritas daerah 

      

5 Dst       

Untuk mempertajam kerangkaan pendaannya beberapa hal yang perlu 

mendapatkan perhatian untuk memahami yaitu: 

a.  Perencanaan dan Penganggaran  

ABK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang 

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, 

serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Untuk 

kesehatan indikator kinerja yang biasanya digunakan adalan Standar 
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Pelayanan Minimal (SPM). SPM terakhir kali terbit yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM. 

b. Sumber Pendanaan Kesehatan 

1. Pendanaan Kesehatan Tingkat Nasional (APBN) 

Peningkatan anggaran tahun 2016 sebesar 5% dari APBN telah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171 (1) 

menekankan bahwa anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal 

sebesar 5% dari APBN.. 

Sumber Dana APBN untuk kesehatan disalurkan dengan berbagai mekanisme 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a) Dana Kementerian (Dana Program Kementerian Kesehatan) 

Dana Kementerian Kesehatan merupakan dana/ anggaran yang dialokasi 

untuk pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan yang 

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan sesuai dengan Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan. 

b) Dana Dekonsentrasi  (Ke Propinsi)  

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang atau urusan pemerintah 

dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di 

daerah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.  

c) Dana  Otonomi Khusus  (Dana Otsus) 

Dana otonomi khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

menjadi undang-undang yang mengamanatkan pemberian otonomi 

khusus dan pengalokasian dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua 

Barat. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah 

juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD) yang dilaksanakan mulai tahun 2008.  

2. Pendanaan Kesehatan Tingkat Daerah (APBD) 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. Sumber Οdana APBD dikelompokkan sebagai berikut: 

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sumber pendapatan asli daerah dicontohkan sebagai berikut sesuai Undang-

Undang No. 33 tahun 2004 yaitu:1) Pajak Daerah; 2) Retribusi; 3) Daerah; 4) 
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan; 5) Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

b) Dana Transfer Daerah  

Sumber dana transfer daerah dari APBN, dengan trasfer ke daerah 

dengan mekanisme  yaitu: 1). Dana Alokasi Umum (DAU) ; 2)  Dana Alokasi 

Khusus (DAK) , pada tahun 2016 dana DAK ini terdiri dari DAK Fisik dan Dana 

DAK Non-Fisik.  DAK Non-Fisik untuk kesehatan terdiri dari:  Dana Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK), Dana Akreditasi Puskesmas, Dana Akreditasi 

Rumah Sakit, Dana Jaminan Persalinan (Jampersal); 3) Dana Bagi Hasil. 

3. Pendanaan Kesehatan dari Swasta 

Sumber dana ini biasanya berasal dari perusahaan, asuransi 

kesehatan swasta, sumbangan sosial, pengeluaran rumah tangga serta 

communan self help. Contoh dari sumber dana ini adalah: Dana Masyarakat 

(out of pocket), Dana Asuransi Swasta, Dana Hibah, Dana Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Dana Perusahaan (Coorporate Social Responsibility), Dana 

Bantuan Luar Negeri 

c. Potensi  Pendanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)  

Pasal 171 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan menegaskan bahwa besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk 

kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua 

pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dukungan atas program 

bahaya merokok ini telah di apresiasi Pemerintah dengan mengeluarkan 

Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang 

didalamnya menjelaskan bahwa salah satu sumber pajak daerah adalah pajak 

rokok. Penggunaan pajak rokok ini seperti yang tertuang dalam pasal 31 yaitu 

minimal 50% dari pajak rokok yang diterima diperuntukkan bagi upaya 

kesehatan masyarakat dan penanganan aspek hukum. 

d. Potensi  Pendanaan Kesehatan Masyarakat dengan Dana Desa 

Dana Insentif Desa (DID) merupakan  dana yang dialokasikan dalam APBN 

kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. UU APBN No. 14 

tahun 2015 tentang APBN 2016, DID tahun dialokasikan sebesar  5 triliun rupiah. 

DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Penggunaan 

Dana Desa antara lain  untuk kesehatan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar 

(Poskesdes, Polindes, Posyandu, PAUD) 

e. Bagaimana memetakan Program dan Sumber Dananya  
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Program dan Kegiatan yang menjadi intervensi untuk mengatasi permasalahan 

kebaupaten/kota diharuskan mendapatkan alokasi dari sumber-sumber dana 

yang tepat. Sumber dan jumlah alokasi harus dipetakan secara jelas pada saat 

melakukan perencanaan. Kertas Kerja untuk melakukan pemetaan program dan 

kegiatan pada saat perencanaan sebagai berikut: 

              Tabel  31. Pemetaan Potensi Sumber Dana Kesehatan 

Program/Kegiatan  Komponen 

kegiatan  

Potensi sumber dana  

Program Obat dan Perbekalan 

Kesehatan 

Pengadaan obat APBN (obat program), 

DAK, APBD 

 Distribusi obat APBD 

 IFK DAK, APBD 

 Manajemen 

pengelolaan obat 

APBD, Dekon 

(Provinsi)  

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Pengadaan Sarana 

Prasaran 

Puskesmas 

DAK, APBD 

 Perbaikan gizi 

Masyarakat 

APBD, Dekon 

(Provinsi)  

Program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan masyarakat 

Media promosi dan 

informasi hidup 

sehat 

APBD 

 Penyuluhan 

masyarakat 

DAK non Fisik 

 Peningkatan 

Pendidikan tenaga 

penyuluh 

APBN (Pusdiklat 

kemenkes), APBD 

Dst…. Dst... Dst.... 

Sumber: Kemendagri, 2006 



 103 

Unutk mensinkronkan pendanaan dapat digunakan tabel berikut untuk 

melakukan sinkronisasi pendanaan program daerah dengan kegiatan-kegiatan yang 

ditetapkan berdasarkan prioritas nasional 
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Tabel 32. Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Progr am Daerah dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional  

 

Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 0) 

Kerangka Pendanaan (juta rupiah) 

RPJMD Provinsi 
2016-2020 

Usulan Pendanaan Kab/Kota 
2016-2020 

Usulan Pendanaan Pusat 
2016-2020 

2019 2019 2019 

      
Target Rp 

Sumber 
Dana 

Target Rp 
Sumber 
Dana 

Target Rp 
Sumber 
Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

   Urusan Wajib            

1 02  Kesehatan            
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8. Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program  

Setiap kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung akan ditentukan 

indikasi lokasi pelaksanaannya. Indikasi lokasi tersebut akan disesuaikan atau 

disinkronkan dengan kegiatan strategis dari Pemerintah Pusat dan kegiatan 

prioritas serta kegiatan mendukung dengan memperhatikan RT/RWnya. Secara 

lebih rinci, sinkronisasi tersebut dapat dilakukan dengan mengisi tabel 33 di 

bawah ini



 107 

Tabel 33. Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Pr ogram 

No 

Pusat Kontribusi Provinsi Keterkaitan 
dalam 
RTRW 

Kegiatan 
Strategis 

Kegiatan Prioritas  Kegiatan Pendukung 

Nama Kegiatan Lokasi Nama Kegiatan Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

              

  
Kampanye Hidup 
Sehat           

  
Konsumsi Pangan 
Sehat           

  Lingkungan Sehat           

  

Pencegahan 
Penyakit dan 
Deteksi Dini           

  

Aktivitas Fisik 
dan Konektivitas 
AntarModa 
Transportasi           

  

Kawasan Tanpa 
Rokok, Narkoba 
dan Minuman 
Keras           

  

Penurunan Stress 
dan Keselamatan 
Berkendara           

  

Advokasi 
Regulasi Gerakan 
Masyarakat 
Sehat           

             

  

Pembinaan Gizi 
ibu, bayi, dan 
anak           

  

Manajemen dan 
pencegahan 
penyakit           

  

Pendidikan dan 
pemberdayaan 
perempuan, 
serta 
perkembangan 
anak usia dini           

  

Ketersediaan 
pangan beragam, 
akses ekonomi, 
dan pemanfaatan 
pangan           

  

Peningkatan 
sanitasi dan 
akses air bersih           

  

Pelayanan 
kesehatan dan 
keluarga 
berencana           
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Peningkatan 
Advokasi, 
Sosialisasi, dan 
Kampanye           

             

  

Penyediaan 
Fasilitas 
Kesehatan Dasar 
dan Rujukan 
Yang Berkualitas           

  

Penyediaan, 
Persebaran dan 
Kualitas SDM 
Kesehatan           

  

Penyediaan, 
Distribusi, dan 
Mutu Sediaan 
Farmasi, Alkes 
dan Makanan           

  

Penguatan 
Sistem Informasi, 
Manajemen dan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan           

  

Perluasan 
Kepesertaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional 
(JKN)/Kartu 
Indonesia Sehat 
(KIS) dan           

              

  
Peningkatan 
pelayanan KB           

  

Penguatan 
advokasi dan 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi (KIE) KB           

  
Pembinaan 
remaja           

  
Pembangunan 
keluarga           

  

Penguatan 
regulasi, 
kelembagaan, 
serta data dan 
informasi           
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Bab V. Penutup 

Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat ini disusun untuk menjadi acuan dalam 

upaya sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan RPJMN sub-bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Harapannya masalah-masalah 

kesenjangan dan ketidaksesuain tujuan nasional dan daerah serta hal-hal lainnya yang mewarnai proses pencapaian pembangunan 

nasional bidang kesehatan dapat dikurangi. 

Agar dapat menyusun Dokumen Bidang Kesehatan menjadi bagian dalam RPJMD, tim penyusun Modul Sinkronisasi telah 

mengembangkan Buku Kerja sederhana. Buku Kerja ini diharapkan dapat mempermudah pihak-pihak yang menggunakan Modul ini 

untuk membuat Dokumen Bidang Kesehatan dalam RPJMD. 
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Lampiran  

LAMPIRAN 

KOMPONEN PROGRAM BERDASARKAN KERANGKA KERJA LOGIS 

Untuk memahami bagaimana mengaitkan input, proses, dan output bahkan hingga outcome dan dampak, peserta harus 

memahami konsep Kerangka Kerja Logis atau Logical Framework Assessment (LFA). 
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Gambar Kerangka Kerja Logis  

A. LFA (Logical Framework Assesment).  

Kerangka kerja logis merupakan kerangka pikir secara logis yang mengaitkan berbagai tahapan atau kegiatan dan memberikan 

pemetaan untuk pencapaian misi suatu program/kegiatan. Kerangka kerja logis menjelaskan tujuan dan sasaran dari kebijakan ataupun 

program, dan aliran kontribusi pencapaian hasil kinerja dari setiap tahap program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Kerangka kerja 
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logis merupakan diagram/bagan yang menggambarkan program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai 

sasaran pembangunan.Kerangka kerja logis diawali dengan mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan melalui program/kegiatan 

dan merunut hingga outcome yang ingin dicapai. 

 

Gambar  Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis  

 
Tahapan penerapan kerangka kerja logis adalah sebagai berikut:  
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a. Uraikan rasional dari program: Identifikasi permasalahan dan dampak yang diinginkan.  

1) Identifikasi permasalahan yang dihadapi target group/masyarakat dan penyebab permasalahan yang mendorong perlunya 

program; a) permasalahan yang menyebabkan program dibutuhkan (kondisi awal, dapat ditunjukkan dengan indikator baseline); b) 

penyebab-penyebab permasalahan yang telah diketahui; c) pilih beberapa penyebab utama yang akan ditangani oleh program ini sesuai 

dengan kemampuan.  

Catatan:  

Penyebab dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu sistem kesehatan, manajemen, dan penyebab lainnya. 

 

 

 

Tabel Analisis Penyebab Masalah  

No Prioritas  
Masalah 

Analisis Penyebab  Masalah 

Sistem Kesehatan Manajemen Lain 
Nya Tata 

Kelola 
Pelayanan 
Kesehatan 

SDM Infor  
masi 

Obat, 
vaksin, 
alkes 

Pembiayaan Perencanaan Pelaksanaan Monev 

            

            

2) Tentukan dampak yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut; a) kembangkan pernyataan tentang dampak yang 

diinginkan; b) pernyataan dampak harus merefleksi situasi yang hendak dicapai berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi.  
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3) Contoh konversi pernyataan Permasalahan menjadi pernyataan Dampak. Permasalahan: Rendahnya tingkat kesehatan ibu dan 

anak. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, rendahnya status kesehatan dan gizi pada ibu hamil/menyusui, 

bayi dan balita serta rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Penyebab utama permasalahan yang 

dipilih untuk diselesaikan adalah: a) masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan ibu, bayi dan balita baik 

masyarakat maupun tenaga pelayanan kesehatan. b) rendahnya penanganan masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita. 

Dampak: Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan adanya peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan dikalangan masyarakat maupun tenaga kesehatan serta peningkatan penanganan masalah gizi pada ibu 

hamil/menyusui, bayi dan balita.  

b. Buatlah rantai sebab -akibat dari outcome yang menghasilkan dampak yang  diperlukan untuk menangani situasi 

(per masalahan):   

1) menyusun rangkaian sebab-akibat dari outcome/manfaat langsung dan manfaat antara yang dibutuhkan untuk menangani 

kondisi/masalah dan mencapai dampak yang diinginkan.  

2) Outcome antara (Intermediate Outcome) merupakan rangkaian manfaat yang menuju pada dampak, dengan ketentuan: a) 

Outcome antara merupakan manfaat yang terkait dengan penyebab yang akan ditangani. b) Outcome antara disusun dengan 

mengkonversikan kendala ke dalam pernyataan manfaat yang positif. Contoh outcome antara: Jika rendahnya tingkat kesehatan ibu dan 

anak adalah penyebabnya maka outcome/manfaat yang diinginkan adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak (proses yang sama 

seperti mengkonversi permasalahan menjadi dampak). 3) Outcome Langsung (Immediate Outcome) adalah manfaat yang merupakan 

efek langsung dari hasil program. Manfaat langsung berkaitan dengan apa yang harus dicapai oleh program sehingga manfaat antara 

dapat tercapai.  

 

c. Uraikan apa yang dilakukan program untuk mencapai setiap manfaat.  
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1) Output adalah berbagai produk atau layanan tangible yang disalurkan oleh suatu program agar berkontribusi kepada 

pencapaian berbagai tahapan outcome/manfaat program.  

2) Kegiatan (proses) adalah segala sesuatu yang dilakukan program untuk mencapai outcome/manfaat. Hal ini termasuk 

program dan pelayanan publik, dan mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen organisasi yang diperlukan untuk program 

dan pelayanan.  

3) Input adalah sumber daya, baik manusia, dana dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output.  

d. Uraikan kondisi yang diinginkan (kriteria sukses) dari setiap dampak, outcome, output dan input .  

1) berdasarkan dampak, outcome, output, dan input yang telah disusun maka perlu ditetapkan kriteria keberhasilan yang 

diinginkan, misalnya terkait kuantitas, kualitas, standar yang digunakan, timeliness, dan sebagainya.  

2) Untuk mengidentifikasi kriteria keberhasilan, dapat dilakukan beberapa hal berikut : a) mendefinisikan terminologi dari 

outcome, proses, output dalam suatu pernyataan; b) menentukan what, with whom, when, where, how, why? dari masing-masing 

tahapan/proses; c) melakukan konsultasi dengan para stakeholder (siapa saja stakeholder dan apa yang merupakan concern mereka). 

Contoh: 
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Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular:  
1) Prevalensi TB; 2) Prevalensi HIV; 3) Status eliminasi malaria, filariasis, dan kusta; 4) Prevalensi Darah 
Tinggi; 5) Prevalensi Obesitas; 6) Prevalensi merokok usia ≤ 18 th; dan 7) Persentase kabupaten/kota yang 

memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 
 
 
 
 
 

Impact  

Outcome 
(Program)  
(Sasaran) 

Intermediate  
Outcome  
(Kegiatan  

Output  

Meningkatnya upaya pencegahan  dan pengendalian penyakit:  
a) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra; 2) Pengendalian Penyakit Bersumber 

Binatang; 3) Pengendalian Penyakit Menular Langsung; 4) Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan 5) 
Penyehatan Lingkungan. 

 

Meningkatnya  pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular:  
1) Cakupan imunisasi dasar 

lengkap 
2) % kab/kota yang memiliki 

kebijakan kesiapsiagaan 
KLB/Wabah 

3) % kab/kota yang melakukan 
pengendalian vektor terpadu 

4) Jumlah Kab/kota dengan API 
<1/1000 penduduk 

5) % kab/kota dengan 
keberhasilan Pengobatan TB 
paru BTA positif (Success 
Rate) 

6) % Pengobatan HIV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatnya upaya penyehatan 
lingkungan:  

 
1) Jml Kelurahan/Desa dengan 

STBM 
2) % Pengawasan sarana air 

minum 
3) % TTU memenuhi syarat 
4. Persentase sarana air minum 

yang dilakukan pengawasan 
5. Persentase Tempat Tempat 

Umum yang memenuhi syarat 
kesehatan  

 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatnya upaya 
pencegahan dan  pengendalian 

faktor resiko PTM: 

1) % Kab/Kota yang 
melaksanakan Kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) 

2) Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan pengendalian 
PTM terpadu 
 

 

 

 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

‒ Pelaksanaan surveilans penyakit & 
faktor resiko  
‒ Pelaksanaan tata laksana kasus 

dan pemutusan rantai penularan 
‒ Pelaksanaan Pencegahan dan 

penanggulangan wabah 
‒ Pelaksanaan kegiatan preventif 

dan promotif termasuk 
pencegahan kasus baru penyakit 
dalam pengendalian penyakit 

‒ % akses terhadap air 
minum dan sanitasi 
yang layak dan perilaku 
hygiene 
‒ dst  

 

 

‒ Jml Kab/Kota yang melaksanakan 
peningkatan pengendalian dan 
promosi penurunan faktor risiko 
biologi (khususnya darah tinggi, 
diabetes, obesitas), perilaku 
(khususnya konsumsi buah dan 
sayur, aktivitas fisik, merokok, 
alkohol) dan lingkungan 
‒ Jml Kab/Kota yang melaksanakan 
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Gambar  LFA Program PP dan PL 

Proses 

Input  
Dana  

Manajemen : 
‒ Persentase satker program PP dan PL yang 

memperoleh penilaian SAKIP minimal AA 
‒ Persentase satker pusat dan daerah yang ditingkatkan 

sarana/prasarananya untuk memenuhi standar 

SDM 

Sumber Daya 
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Tabel Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan  

 

Tujuan Sasaran Program PD Indikator Program Kegiatan PD Indikator Kegiatan 

Untuk mendukung 
program Indonesia 
sehat dengan 
meningkatkan derajat 
kesehatan dan gizi 
masyarakat pada 
seluruh siklus kehidupan 
baik pada tingkat 
individu, keluarga, 
maupun masyarakat  
 

Meningkatnya Status 
Kesehatan Ibu dan Anak  
 

Program peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

Jumlah kematian ibu melahirkan  Tersedianya fasilitas 
kesehatan PONEK  

Jumlah fasilas kesehatan 
PONEK 

Tersedianya Tim 
PONEK 24 jam 

Jumlah tim PONEK 24 jam 
 

5ǎǘΧΧΧΧΦΦ 5ǎǘ ΧΧΧ 

  Jumlah kematian bayi baru lahir   Tersedianya ruang 
UGD KIA 
 

Jumlah RS yang memiliki 
ruang UGD KIA 

5ǎǘΧ 5ǎǘΧΦΦ 

  Program peningkatan 
pelayanan kesehatan 
anak balita 

Jumlah anak balita sehat Imunisasi bagi anak 
balita 

Jumlah cakupan imunisasi 
dasar lengkap 
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Tujuan Sasaran Program PD Indikator Program Kegiatan PD Indikator Kegiatan 

  5ǎǘΧΦ 5ǎǘΧ 5ǎǘΧ 5ǎǘΧ 

 Meningkatnya Status Gizi 
Masyarakat  
 

Program Perbaikan 
Gizi Masyarakat 

Jumlah status gizi masyarakat Penanggulangan 
kurang energi 
protein (KEP), 
anemia gizi besi, 
gangguan akibat 
kurang yodium 
(GAKY), kurang 
vitamin A dan 
kekurangan zat gizi 
mikro lainnya 

Jumlah gizi buruk 

  5ǎǘΧΦ 5ǎǘΧ 5ǎǘΧ 5ǎǘΧ 

 Meningkatnya Pengendalian 
Penyakit Menular dan Tidak  
Menular serta Meningkatnya 
Penyehatan Lingkungan  

Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

Jumlah penderita penyakit 
menular dan tidak menular 

Pengadaan vaksin 
penyakit menular 

Jumlah vaksin yang telah 
terdistribusi/ terpakai 
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Tujuan Sasaran Program PD Indikator Program Kegiatan PD Indikator Kegiatan 

    Pengadaan alat 
fogging dan bahan-
bahan fogging 

Jumlah alat fogging 

  5ǎǘΧΦ 5ǎǘΧ 5ǎǘΧ 5ǎǘΧ 

 Meningkatnya Pemerataan 
Akses dan Mutu Pelayanan 
Kesehatan  

Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Jumlah produk standar 
pelayanan 

Penyusunan standar 
kesehatan untuk 
imunisasi 

Jumlah standar kesehatan 
imunisasi 

 Dst... 5ǎǘΧΦ 5ǎǘΧ 5ǎǘΧ 5ǎǘΧ 

Sumber: Bappenas,  2015; Kemendagri, 2006 

 


